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Segala puji kehadirat Allah SWT dengan Rahmat dan Magfirah-Nya serta 
salawat serta salam teruntuk Nabi sepanjang zaman, Muhammad SAW. Yang 
telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam terang benderang. Atas 
Ridha-Nya dan doa yang disertai dengan usaha yang semaksimal setelah melalui 
proses yang panjang dan melelahkan akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.  
Keberadaan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa 
untuk mendapat gelar sarjana, tetapi lebih dari itu merupakan wadah 
pengembangan ilmu yang didapat dibangku kuliah dan merupakan kegiatan 
penelitian sebagai unsur Tri Darma Perguruan Tinggi. Dalam mewujudkan ini, 
penulis memilih judul “Tindak Pidana Penyebaran Konten Porno Perspektif 
UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Hukum Islam”. Semoga kehadiran 
skripsi ini dapat memberi informasi dan dijadikan referensi terhadap pihak-pihak 
yang menaruh minat pada masalah ini. Penulis menyadari bahwa dalam proses 
penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi semua pihak, 
baik dalam bentuk motivasi moril maupun materil. Karena itu, kemudian penulis 
berkewajiban untuk menyampaikan ucapan teristimewa dan penghargaan setinggi-
tingginya kepada keluarga tercinta khususnya kepada kedua orang tua peneliti 
yang selalu mendoakan, Ayahanda Darwis Saleh dan Ibunda St. Mastura, S.Pd. 
Keduanya yang sampai saat ini masih berada disampingku dengan susah dan jerih 
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 Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana tindak pidana penyebaran 
konten porno perspektif UU No 11 Thn 2008 tentang ITE dan hukum islam? 
Yang dibagi dalam submasalah yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan proses hukum 
tindak pidana penyebaran konten porno sebagai implementasi UU No. 11 Tahun 
2008 dan Hukum Islam?, 2) Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan terhadap 
pelaku penyebaran konten porno? 
 Jenis penelitian ini tergolong kualitatif deskriptif dengan menggunakan 
pendekatan syar’i, yuridis dan sosiologis. Dalam mengumpulkan data, penulis 
menggunakan studi kepustakaan. Teknik yang peneliti gunakan dalam penelitian 
yaitu penelitian perpustakaan (library research). Data-data yang dibutuhkan 
adalah dokumen, yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui 
penelusuran terhadap buku-buku literatur, media internet dan lain-lain, baik yang 
bersifat primer maupun yang bersifat sekunder. 
Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa 
Tindak pidana yang di ataur dalam UU ITE ini merupakan tindak pidana 
kejahatan. Dan pasal-pasal yang termuat didalamnya sesuai dengan makna tindak 
pidana kejahatan, bahwa tindak pidana ini dilakukan atas dasar “kesengajaan”. 
Yang berarti pelaku tindak pidana di bidang ITE memang mengetahui dan atau 
menghendaki secara sadar atas apa yang di lakukan dan terhadap konsekuensinya. 
Pasal-pasal dalam UU ITE merupakan tindak pidana biasa dan bukan tindak 
pidana aduan, yang berarti bahwa meskipun tidak ada laporan dari masyarakat, 
jika ditemukan ada dugaan atau sangkaan sedang, akan dan sudah terjadi tindak 
pidana di bidang ITE, maka aparat penyelidik atau penyidik dapat langsung 
melakukan pemrosesan tanpa perlu menunggu laporan dari masyarakat. Khusus 
pasal 45 ayat (3) berdasarkan pasal 45 ayat (5) merupakan tindak pidana aduan. 
Dalam tinjauan hukum Islam pornografi secara tegas dilarang dan merupakan 
perbuatan yang haram, hal ini dapat dilihat pada QS. An-Nur/24:30-31 yang 
menekankan dua pokok yaitu penehanan pandangan dan menjaga organ seksual. 
Demikian pula QS. Al-Isra’/17:32 tentang larangan mendekati zina, serta 
hukuman bagi pelaku zina QS. An-Nur/24:2. Dalam islam pornografi dalam 
segala bentuknya, adalah sesuatu yang terlarang (haram). Keharaman pornografi 
ini sama kedudukannya dengan pengaharaman terhadap perilaku-perilaku yang 
dapat menjadi pengantar dan perangsang kearah perzinaan lainnya seperti, 
tabarruj (memperlihatkan dengan sengaja (pamer) menyingkap wajahnya dan 
menampakkan kecantikan, pakaian, perhiasan, dan ucapan), berduaan dengan 
lawan jenis (khalwat), lagu-lagu jorok dan lain sebagainya. Akan tetapi secara 
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fikih menyaksikan secara langsung aurat seseorang yang bukan haknya 
(pornoaksi) adalah haram, kecuali untuk tujuan yang dibolehkan oleh syara’, 
misalnya memberi pertolongan medis. Ini akan berlaku juga pada para pembuat 
pornografi (kameraman, pengarah gaya, sutradara dll). Dalam Islam pornografi 
dikaitkan dengan perbuatan zina, dan memberikan hukuman yang berat kepada 
pelaku zina. Karena kejahatan pornografi tidak ada secara langsung yang 
mengatur hukumnya dalam hukum Islam. Maka diambil hukumnya melalui qiyas 
dengan mengambil hukum-hukum dengan berlandaskan nash atau hukum yang 
sudah ada. Seperti apa yang telah ditetapkan dalam UU ITE pasal 45 ayat (1) 
dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan demikian, 
kepastian hukum dalam hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana pornografi 





















A. Latar Belakang Masalah 
Teknologi terus dikembangkan dalam rangka mempermudah manusia 
melakukan aktivitasnya sehari-hari. Salah satu produk teknologi informasi dan 
komunikasi yang kecanggihannya berkembang pesat dan menguasai hampir 
seluruh aspek kehidupan manusia adalah Internet. Para pelaku bisnis, pejabat, 
pemerintah dan banyak orang diseluruh dunia menggunakan Internet sebagai 
bagian dari bisnis nasional dan internasional serta kehidupan pribadi manusia 




Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada umat 
manusia, di mana jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Melalui internet 
seseorang dapat melakukan berbagai aktivitas yang dalam dunia nyata sulit 
dilakukan karena terpisah oleh jarak. Perkembangan ini terjadi terus menerus 
seiring berkembangnya kebutuhan umat manusia itu sendiri. Internet memegang 
peran penting dalam perkembangan teknologi informasi, berawal dari 
pengembangan jaringan teknologi komputer Advance  Research Projects Agency 
Network (ARPANET) oleh Militer Amerika Serikat. Pada tahun 1969 
pengembangan  ARPANET meningkat dan secara bersamaan mulai 
                                                             
1
  Sutan Remy Syahdeini, Kejahatan & Tindak Pidana Komputer, (Jakarta: Pustaka 
Utama Grafiti, 2009), hlm. 2. 
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menghubungkan komunitas peneliti universitas dengan agen-agen pemerintahan.
2
 
Pada tahap ini internet masih bersifat privat dan terbatas kepada kalangan 
tertentu. Kemudian pada tahun 1995, internet baru dapat digunakan publik. Tim 
Berners–Lee mengembangakan aplikasi world wide web (www).  
Disamping menciptakan berbagai peluang baru dalam kehidupan 
masyarakat, Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi tersebut juga 
memberikan kemudahan dalam pekerjaan sehari-hari. Perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas 
(borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara 
signifikan berlangsung sangat cepat. Yang juga ternyata memunculkan kejahatan 
baru yaitu kejahatan komputer.
3
 Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi 
telah melahirkan dampak baik maupun dampak buruk, karena di satu sisi 
memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban 
manusia, namun di sisi lain menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum. 
Perkembangan teknologi informasi berdampak pada evolusi bentuk 
kejahatan yang konvensional menjadi lebih modern. Penyalahgunaan atau dampak 
negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan 
jaringan internet dikenal dengan istilah “cybercrime”.
4
 Jika di telaah dari jenis 
kegiatannya mungkin sama, namun dengan media yang berbeda yaitu dalam hal 
                                                             
2
 Budi Raharjo, Pernak Pernik Peraturan dan Pengaturan Cyberspace di Indonesia, 
2003, https://behard.files.wordpress.com/2011/01/draft-buku-cyberlaw.pdf , h. 2, diakses tanggal 
17 Juli 2017. 
 
3
 Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Cet. Ke- 1, (Jakarta: Radja Grafindo 
Persada, 2003), h. 385. 
4
 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 
2003), hal. 239. 
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ini internet, dimana suatu kejahatan akan lebih sulit diusut, diproses dan diadili. 
Kejahatan yang seringkali berhubungan dengan Internet antara lain adalah 
penyebaran konten porno (pornografi), Kejahatan ini dapat dilakukan melalui 
kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal ini melalui 
penyalahgunaan media Internet. Fenomena ini memang harus diwaspadai karena 
kejahatan ini agak berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. Kejahatan ini 
dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak diperlukan interaksi 
langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Bisa dipastikan dengan sifat 
global internet, semua orang yang melakukan kegiatan di internet hampir pasti 
akan terkena imbas perkembangan tindak pidana komputer ini. 
Pornografi dapat didefinisikan sebagai representasi eksplisit (gambar, 
tulisan, lukisan, dan foto) dari aktivitas seksual atau hal yang tidak senonoh, 
mesum atau cabul yang dimaksudkan untuk dikomunikasikan ke publik. Mesum, 
cabul atau tidak senonoh dipahami sebagai sesuatu yang melukai dengan sengaja 
rasa malu atau rasa asusila dengan membangkitkan representasi seksualitas.
5
 
Perkembangan penyebaran pornografi pada akhir-akhir ini sudah sangat 
memprihatinkan, hal tersebut dapat terjadi karena jaringan internet secara 
potensial dapat melewati batas-batas negara dengan bebas. Globalisasi telah 
menghapus sekat-sekat yang ada dalam masyarakat, budaya barat yang serba 
terbuka (termasuk dalam hal ini pornografi) telah mempengaruhi budaya timur, 
khususnya Indonesia, yang terkenal dengan budaya yang sopan dan santun, lebih 
beretika, serta sangat kuat memegang norma-norma terutama norma agama. 
                                                             
5
 Haryatmoko, Etika Komunikasi (Cet, X; Yogyakarta: PT Kanisius, 2007), hlm. 93. 
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Dalam perspektif Islam memang tidak secara jelas memberikan 
pengertian tentang pornografi. Namun demikian, Islam memiliki konsep 
tentang aurat yang jelas dan baku. Dalam Islam, larangan untuk melihat atau 
memperlihatkan aurat
6
 (tabarruj), mendekati atau mendekatkan diri pada 
perbuatan zina (qurb az-zinā), serta perintah untuk menjaga kehormatan, 
tertuang jelas dalam Al-Qur’an, Hadis, serta dalam kaidah-kaidah fikih dan usul 
fikih. Bagi umat Islam, pemahaman tentang pornografi dan pornoaksi harus 
mengacu kepada hukum Islam. Perbuatan apapun yang mengandung unsur 
membuka, memamerkan, dan memperlihatkan aurat, sehingga dapat 
melecehkan kehormatan, apalagi dapat mendekatkan kepada perbuatan zina, 
hukumnya adalah dilarang (haram). 
Sebagaimana dalam Islam, tidak ada satupun agama yang mengajarkan 
kepada keburukan. Semua agama senantiasa mengajarkan kepada kebaikan. 
Perbuatan asusila seperti melecehkan kehormatan, termasuk pornografi dan 
pornoaksi dan tindakan menyebarluaskannya adalah suatu keburukan. Allah 
SWT berfirman dalam QS. Al-israa’/17:32.
 7
 
ِحَشٗة َوَسآَء َسبِيٗٗل   إِنَّهُۥ َكاَن فََٰ
ٰٓۖٓ نَىَٰ   ٣٢َوََل تَۡقَربُوْا ٱلزِّ
Terjemahannya : 
Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. 
 
                                                             
6
 Aurat berarti bagian tubuh yang wajib ditutup menurut perintah agama, yang jika 
terbuka dapat menimbulkan malu. Melihatnya dengan sengaja berdosa, begitu juga 
memperlihatkannya. Umat Islam meyakini, syariah memerintahkan untuk menutup bagian-
bagian tubuh tertentu, yang dalam bahasa fikih disebut aurat. Dasar hukumnya adalah surat 
an-Nur: ayat 30 dan 31, serta al-Ahzab: ayat 33 dan 59 (Departemen Agama RI, Ensiklopedi 
Islam, di bawah kata Aurat, Jakarta: Depag RI, 1992). 
7
 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya. 
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ۡنهَُما ِماْئَةَ َجۡلَدٖةٰۖٓ َوََل تَۡأُخۡذُكم بِِهَما َرۡأفَٞة  ِحٖد مِّ انِي فَٱۡجلُِدواْ ُكلَّ َوَٰ انِيَةُ َوٱلزَّ ٱلزَّ
َن  ِ َوٱۡليَۡوِم ٱۡۡلِٓخِرٰۖٓ َوۡليَۡشهَۡد َعَذابَهَُما طَآئِفَٞة مِّ ِ إِن ُكنتُۡم تُۡؤِمنُوَن بِٱَّللَّ فِي ِديِن ٱَّللَّ
  ٢ۡؤِمنِيَن ٱۡلمُ 
Terjemahannya: 
Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap 
seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan 
kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika 
kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah 
(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang 
yang beriman. 
 
Perkembangan pornografi yang sangat cepat dengan dampak negatif yang 
sangat luas tentunya menuntut Negara Republik Indonesia untuk mengambil 
langkah tegas. Beberapa produk hukum yang terkait dengan kejahatan pornografi 
telah dibentuk, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tetang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebelum diundangkannya Undang-
Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Modus 
kejahatan dalam dunia siber memang agak sulit dimengerti oleh orang–orang yang 
tidak menguasai pengetahuan teknologi informasi dalam modus operandinya. 
Sifat ini membuat cybercrime berbeda dengan tindak pidana lainnya.
9
  
 Ketika berhadapan dengan tindak pidana penyebaran konten porno 
menimbulkan masalah baru muncul, terutama menyangkut barang bukti. Hal ini 
disebabkan dalam hukum acara pidana yang berlaku tidak diatur mengenai alat 




 Mardjono Reksodiputro, Kejahatan komputer (Suatu catatan sementara dalam rangka 
KUHP Nasional yang akan datang), dalam Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, 
(Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1997), hlm. 10. 
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bukti elektronik. Namun demikian, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut 
Undang-Undang ITE) yang di dalamnya mengatur berbagai aktivitas yang 
dilakukan dan terjadi di dunia maya
10
, termasuk pelanggaran hukum yang terjadi. 
Maka dengan Undang-Undang ini masalah tersebut akan teratasi.  
 Pornografi boleh dikatakan terletak diantara dimensi etik dan dimensi 
estetik. Etika berbicara tentang tingkah laku manusia, yang membedakan antara 
hal yang baik dan buruk. Sementara estetika membicarakan dimensi keindahan 
yang muncul dalam perikehidupan manusia. Karena berada diantara domain etika 
dan estetika, maka pornografi seringkali menimbulkan persoalan tersendiri. 
Masalahnya, sejauhmana hubungan etika dan estetika, sehingga sesuatu yang baik 
dapat dikategorikan indah atau sesuatu yang buruk dapat dikatakan jelek? 
Dapatkah sesuatu yang buruk secara etik justru dikategorikan indah secara 
estetik? Atau sebaliknya, sesuatu yang secara estetik dikategorikan indah, justru 
dianggab buruk secara etik? Maka, ketika persoalan pronografi dituangkan dalam 
sebuah peraturan perundang-undangan, polemikpun bermunculan, baik dari segi 
definisi maupun batasan antara etika dan estetika.  
Berdasarkan uraian diatas maka, penulis tertarik untuk meneliti dan 
mengkaji karya ilmiah (skripsi) dengan judul “Tindak Pidana Penyebaran Konten 
Porno Perspektif UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Hukum Islam”  
B. Rumusan Masalah 
                                                             
10
 Dunia maya adalah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai 
untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal-balik secara online (terhubung langsung). 
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Untuk memberiakan penjelasan yang lebih mendalam mengenai Tindak 
Pidana Penyebaran Konten Porno Perspektif UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE 
dan Hukum Islam. Diperoleh sub masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan proses hukum tindak pidana penyebaran 
konten porno sebagai implementasi UU No. 11 Tahun 2008 dan 
Hukum Islam? 
2. Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku 
penyebaran konten porno? 
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh seseorang untuk 
mendapatkan sebuah hasil tertentu, jadi yang menjadi tujuan dari penulisan ini 
adalah sebagai berikut: 
Untuk mengetahui bagaimana Tindak Pidana Penyebaran Konten Porno 
Perspektif UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Hukum Islam. 
a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan proses hukum Tindak 
Pidana Penyebaran Konten Porno Perspektif UU No. 11 Tahun 
2008 Tentang ITE dan Hukum Islam? 
b. Untuk mengetahui tindakan hukum apa yang dapat dilakukan 
terhadap pelaku penyebar konten porno? 
2. Manfaat Penelitian 
Manfaat akademis dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan 
sumbangan wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang Tindak Pidana 
18 
 
Penyebaran Konten Porno Perspektif UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan 
Hukum Islam. 
Manfaat praktis, yakni sebagai suatu kajian dan evaluasi terhadap 
penerapan penyidik dalam mengumpulkan data serta melakukan penyidikan 
terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Porno Perspektif UU No. 11 Tahun 
2008 Tentang ITE dan Hukum Islam. 
D. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah library research 
(penelitian literatur kepustakaan yang terkait dengan obyek penelitian). 
Artinya suatu bentuk penelitian yang sumber datanya dari 
kepustakaan.
11
 Dengan kata lain bahwa penelitian ini menggali 
persoalan dari literatur-literatur saja, dalam konteks kualitatif 
diupayakan proyeksinya kepada kontekstualisasi dan hasil-hasil 
penelitian yang dicapai. Karena penelitian ini adalah penelitian 
kepustakaan, maka penelitian ini lebih banyak dilakukan dengan 
membaca literatur yang ada yang berkaitan dengan masalah yang 
dibahas. 
2. Pendekatan Penelitian 
Dalam menemukan jawaban, maka peneliti menggunakan 
pendekatan sebagai berikut:  
a. Pendekatan Syar’i 
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 Suryo Sukamto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. ke-3 (Yogyakarta: UII Press, 
1986), hlm. 13. 
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Pendekatan Syari’i adalah pendekatan yang dilakukan dengan 
mengutip teks-teks Al-qur’an dan hadits serta ijtihad para ulama 
yang menjelaskan hukum-hukum yang berhubungan dengan 
pornografi. 
b. Pendektan Yuridis 
Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang digunakan untuk 
menafsirkan beberapa data yang memuat tinjauan hukum, 
terutama Hukum Islam,
12
 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 
Tentang ITE. 
c. Pendekatan Sosiologis 
Pendekatan sosiologis adalah peneliti menggunakan logika-logika 
dan teori sosiologi baik teori klasik maupun modern untuk 
menggambarkan fenomna sosial keagamaan serta pengaruh suatu 
fenomena terhadap fenomena lain.
13
 
d. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis 
penggolongannya ke dalam penelitian perpustakaan (library 
research), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang 
dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang 
diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-
buku literatur, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat 
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 Abd. Kadir Ahmad., Teknik Pengumpulan dan Analisis Data, Makalah yang disajikan 
pada Pelatihan Penelitian di UIN Alauddin (Makassar: t.p., 2012) hlm.8. 
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1. Sumber Primer 
Adapun yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber data 
yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.
15
 Yaitu 
beberapa kitab-kitab hukum yang membahas hukum Islam dan 
undang-Undang pornografi, serta data-data pornografi di media 
sosial. 
2. Sumber Skunder 
Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul 
data, misalnya melalui orang lain ataupun dokumen.
16
 Seperti 
buku-buku yang membahas tentang pornografi, media internet dan 
lain-lain. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam mengumpulkan data, penelitian kepustakaan ini 
menggunakan metode dokumentasi. Metode dokementasi adalah 
metode pengumpulan data dengan mencari data tentang hal-hal atau 




4. Teknik Analisis Data 
Teknik pengolahan data diantaranya, klasifikasi data, melakukan 
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 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. 
Rineka Cipta, 2006) hlm.129. 
15
 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D (Bandung: Alfabeta. 2006)  
hlm.253. 
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 Ibid, hlm.254. 
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 Suharsimi Arikunto, loc. cit. hlm. 62. 
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penyuntingan data, pemberian kode, melakukan konfirmasi data yang 
memerlukan verifikasi data, dan melakukan analisis data sesuai dengan 
pembahasan hasil penelitian. 
  Setelah rangkaian data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data. 
Analisis data adalah suatu proses untuk mengorganisasikan dan meletakkan data 
menurut pola atau kategori dan satuan uraian dasar sehingga data yang didapat 
merupakan data valid yang menentukan kualitas dari hasil penelitian. Analisis 
data merupakan bagian yang penting dalam metode ilmiah, karena dengan 
analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna yan berguna dalam 
memecahkan masalah penelitian. 
  Teknik analisis data yang akan dilaksanakan adalah mengorganisir data 
yang sudah diperoleh melalui studi pustaka dan observasi, mengembangkan 
kategori dalam proses reduksi data yaitu seleksi data dengan membuang hal yang 
tidak penting. Selanjutnya menyajikan data yang sudah diverifikasi dalam bentuk 
susunan informasi yang memungkinkan dapat ditarik suatu kesimpulan. 
Kesimpulan diambil berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian 










TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN PORNOGRAFI 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
 Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaar feit”perbuatan 
yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana  disertai ancaman 
(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa  yang melanggar larangan 
tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan 
mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Tindak 
pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata 
delictum. 
 Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau 
Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah: 
1. Strafbaar Feit adalah peristiwa pidana; 
2. Strafbare Handlung diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang 
digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan 
3. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal. 
 Delik yang dalam bahasa Belanda disebut Strafbaarfeit, terdiri atas tiga 
kata, yaitu: 
1. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, 
2. Baar diartikan sebagai dapat dan boleh, 
3. Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. 
23 
 
 Jadi istilah Stafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau 
perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict 
yang diartinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman 
(pidana) (Amir Ilyas, 2012:18). 
 Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : 
“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 
pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.
18
 
 Para sarjana Indonesia mengistilahkan strafbarfeit itu dalam arti yang 
berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : 
“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai 




 Ketentuan Pasal 1 KUHP menunjukkan hubungan yang erat antara suatu 
tindak pidana, pidana dan undang-undang (hukum pidana) terlebih dahulu. 
Pembentuk undang-undang akan menetapkan perbuatan apa saja yang dapat 
dikenakan pidana dan pidana yang bagaimanakah yang dapat dikenakan. Dengan 
memperhatikan keterkaitan antara suatu tindak pidana, pidana dan ketentuan 
undang-undang hukum pidana, maka pengertian pidana haruslah dipahami secara 
benar. Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud 
suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik ini. 
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 Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, (cet. ke-2, Jakarta, Balai Pustaka, 1989). 
hlm. 219. 
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 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana, (Jakarta, 
Pradnya Paramita, 2004), hlm. 54. 
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Dengan demikian, pemidanaan adalah pemberian nestapa yang dengan sengaja 
dilakukan oleh negara kepada pembuat delik.
20
 
2. Pengertian Tindak Pidana Menurut Ahli  
Adapun beberapa pengertian tindak pidana menurut pakar hukum, antara lain: 
1. Menurut Simons, tindak pidana atau strafbaarfeit adalah suatu tindakan 
atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, 
bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh 
seseorang yang mampu bertanggung jawab.
21
 
2. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh 
suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa 
pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
22
 
3. Menurut Chairul Huda, pengertian tindak pidana hanya berisi tentang 
karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. 
Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya 
tidak sepatutnya menjadi bagian dari definisi tindak pidana.
23
 
4. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah perbuatan yang 
pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.
24
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5. Menurut Komariah E. Sapardjaja, tindak pidana adalah suatu perbuatan 
manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum, dan pembuat 
bersalah melakukan perbuatan itu.
25
 
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undangundang Hukum 
Pidana pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya 
dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif.  
1. Unsur Subjektif 
Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku 
atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya 
yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri 
dari: 
a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa). 
b. Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 
1 KUHP. 
c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, 
penipuan, pemerasan, dan sebagainya. 
d. Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 
KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. 
e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP. 
2. Unsur Objektif 
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 Chairul Huda, 2013, Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada 
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Kencana, Jakarta), hlm. 27. 
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Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya 
dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan 
terdiri dari: 
a. Sifat melanggar Hukum. 
b. Kualitas dari si pelaku. 
c. Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab 
dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
26
 
Unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah: 
1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau 
membiarkan). 
2. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld). 
3. Melawan hukum (onrechtmatig). 
4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand). 
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatoaar person). 
Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari 
tindak pidana (strafbaarfeit). Unsur obyektif adalah semua unsur yang berada di 
luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai 
perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaankeadaan tertentu yang melekat 
(sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sedangkan unsur subyektif 
adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada batin orangnya. 
1. Unsur Objektif 
a. Perbuatan Orang. 
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b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu. 
c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti 
dalam Pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka umum”. 
2. Unsur Subjektif 
a. Orang yang mampu bertanggung jawab. 
b. Adanya kesalahan (dollus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan 
dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari 
perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.
27
 
Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat 
diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:  
a. Unsur tingkah laku  
b. Unsur melawan hukum  
c. Unsur kesalahan  
d. Unsur akibat konstitutif  
e. Unsur keadaan yang menyertai  
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana  
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana  
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidanakan  
i. Unsur objek hukum tindak pidana  
j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana  
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k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana 
 Dari 11 unsur diatas, di antaranya dua unsur yakni, kesalahan dan 
melawan hukum yang termasuk unsur subyektif, sedangkan selebihnya berupa 
unsur obyektif. 
4. Perbuatan Melawan Hukum 
Pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas dengan adanya 
keputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindebaum lawan 
Cohen. Hoge Raad telah memberikan pertimbangan yaitu : “bahwa dengan 
perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) diartikan suatu perbuatan atau 
kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan 
dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, 
baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena 
salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada 
orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian”.
28
 
Dalam melakukan gugatan perbuatan melawan hukum harus memenuhi 
unsur-unsur sebagai berikut: 
1. Adanya suatu perbuatan, yaitu Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh 
perbuatan si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan 
perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (secara aktif) maupun 
tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu 
padahal ia berkewajiban untuk membantunya, kewajiban mana timbul dari 
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 M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, cet.2, (Jakarta: Pradnya 
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hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari kontrak). 
Karena itu terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur persetujuan 
atau kata sepakat dan tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” 
sebagai mana yang terdapat dalam kontrak.
29
 
2. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak 
subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si 
pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang.
30
 
3. Harus ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara: 
a) Objektif, yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia 
yang normal dapat menduga kemungkinan akan timbulnya akibat dan 
kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak 
berbuat. 
b) Subyektif, yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan 
keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya. 
4. Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Kerugian yang disebabkan oleh 
perbuatan melawan hukum dapat berupa:
31
 
a) Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian 
yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharunya diperoleh. Jadi 
pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum 
harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata 
diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh. 
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b) Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat 
menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan 
kehilangan kesenangan hidup. 
5. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. Untuk memecahkan 




a) Condition sine qua non, dimana menurut teori ini orang yang melakukan 
perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya 
condition sine qua non menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai 
sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus 
ada untuk timbulnya akibat). 
b) Adequate veroorzaking, dimana menurut teori ini si pembuat hanya 
bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan 
sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum. 
Unsur-unsur tersebut berlaku kumulatif, artinya harus terpenuhi 
seluruhnya. Apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi seluruhnya, maka suatu 
perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. 
 
5. Penegakan Hukum 
Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan 
menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk melaksanakan sanksi hukum 
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“Penegakan hukum adalah suatu proses untuk menghujudkan keinginan-
keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang 
yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi 
kenyataan.” 
 
Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan 
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang 
baik yang terhujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan 
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Didalam suatu negara yang sedang 
membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana 
untuk mengejar stabilitas semata tetapi untuk mencapai suatu keadilan dan 
kepastian hukum. Penegakan hukum pidana yang rasional terdiri dari tiga tahap, 
yaiitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi, yaitu:
34
 
a. Tahap formulasi, artinya tahap penegakan hukum pidana in abstraco 
oleh badan pembentuk undang-undang dalam tahap ini pembentuk 
undang-undang melakukan memilih sesuai dengan keadaan dan situasi 
masa kini dan masa yang akan datang. Kemudian merumuskannya 
dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai 
hasil peraturan perundang-undangan pidan yang baik. Dalam arti 
memenuhi syarat keadilan dan daya guna tahap ini dapat juga dianggap 
dengan tahap kebajikan legislatif. 
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34
 Muladi dan Bardan Nawawi Arif, Bungga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Citra 
Aditya, Bandung, 2011), hlm.173. 
32 
 
b. Tahap aplikasi, artinya tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-
aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga ke 
pengadilan, dalam tahap ini aparat penegak hukukm menegakan serta 
menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat 
oleh badan pembentuk undangundang. Dalam melaksanakan tugas ini, 
aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan 
daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan 
yudikatif. 
c. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum pidana secara kongkrit 
oleh aparat pelakanaan pidana, dalam tahap ini aparat pelaksana pidana 
bertugas melaksanakan peraturan pidana yang telah dibuat oleh 
pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah 
ditetapkan oleh pengadilan, aparat pelaksana dalam menjalankan 
tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan 
yang telah dibuat. 
Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebuat, dilihat sebagai suatu 
usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan 
tertentu. Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran 
yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk 
membangaun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur cita 
hukum itu Pancasila. 
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Penegakan hukum secara konkret adalah:
 35
 
“Berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut 
dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara 
berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan 
menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara 
procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.” 
 
Penegakan hukum berperan penting dan sangat dibutuhkan didalam 
masyarakat, utamanya dalam era reformasi yang berlangsung saat ini manakala 
peran dan fungsi penegakan hukum adalah upaya untuk menciptakan keadilan, 
dan bagaimana hukum itu diterapkan sebagaimana mestinya. Maka dengan itu 
penegakan hukum secara hakiki harus dilandasi hal pokok, yaitu:
 36
 
a. Landasan ajaran paham agama 
b. Landasan ajaran kultur 
c. Landasan kebiasaan atau traktak 




“Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau fungsinya norma-norma 
hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam kehidupan 
bermasyarakat atau bernegara.” 
Sehubung dengan hal itu bahwa penegakan hukum merupakan proses 
berkaitan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola prilaku nyata dengan 
ketentuan aturan hukum yang telah ada, yang bertujuan untuk mencapai 
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kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan hukum, adalah untuk 
mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu diterapkan dengan sebaik-
baiknya. 
Penegakan hukum (law enforcement) tentu akan berlandaskan pola acuan 
sistem hukum. Dalam hal ini penegakan hukum sebagai komponen struktur yang 
mewujudkan tatanan sistem hukum, tidak akan bisa di terapkan penegakan hukum 
tersebut jika hanya peraturan perundang-undangan tanpa didukung oleh aparatur 
hukum yang bersih, berintegritas tinggi dan profesional, maka dengan itu 
penegakan hukum akan berfungsi dan diterapkan sebagaimana mestinya dengan 
baik jika aturan perundangundangan yang ada diimbangi oleh aparatur penegak 
hukum yang profesional yang berdasarkan pada kode etik dan integritasnya.  
Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah 
yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi 
tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi 
menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan 
hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum 
dibedakan menjadi dua, yaitu:
38
 
a. Ditinjau dari sudut subjeknya: 
Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum 
dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif 
atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan 
diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau 
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menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya 
diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin 
dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana 
seharusnya. 
b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya: 
Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan 
yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan 
yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu 
hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis. 
 
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau 
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam 





“Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan 
konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. 
Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal”. 
 




a. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana 
sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (subtantive 
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law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin 
dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum 
acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, 
penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. 
Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri 
memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu 
sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klachtdelicten). Ruang 
lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement. 
b. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang 
bersifat total tersebut dikurangi area of no nenforcement dalam penegakan 
hukum ini para penegak hukum diharapka penegakan hukum secara 
maksimal. 
c. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini 
dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-
keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan 
sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya 
discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement. 
 
Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum 
pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law 
application) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat 
kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya 
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tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah 
dipandang dari 3 dimensi: 
a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative system) 
yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai 
sosial yang didukung oleh sanksi pidana. 
b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (administrative 
system) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum 
yang merupakan sub sistem peradilan diatas. 
c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam arti 
bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan 
pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.   
B. Pornografi 
Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pornografi diartikan sebagai berikut: 
a. Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan 
untuk membangkitkan nafsu birahi: mereka mengumandangkan 
argumentasi bahwa ................. merendahkan kaum wanita; 
b. Bahan yang dirancang dengan sengaja dan semata-mata untuk 
membangkitkan nafsu birahi dalam seks. 
Pornografi berasal dari bahasa Yunani, dari kata Porne dan Graphien. 
Porne berarti perempuan, sedangkan Graphien berarti menulis. Jadi pornografi 
38 
 
adalah bahan lukisan,gambar, atau tulisan, serta gerakan-gerakan tubuh yang 
memperlihatkan seluruh anggota badan.
41
 
Secara etimologis, pornografi berarti suatu tulisan yang berkaitan dengan 
masalah-masalah pelacuran, dan tulisan itu kebanyakan berbentuk fiksi (cerita 
rekaan) yang materinya diambil dari fantasi seksual. Pornografi biasanya tidak 
memiliki plot dan karakter, tetapi memiliki uraian yang terperinci mengenai 
aktivitas seksual, bahkan menantang. Jika kita tengok dalam kamus, pornografi 
artinya; (1) penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan 
untuk membangkitkan nafsu birahi; (2) bahan bacaan yang dengan sengaja dan 




Pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, 




“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, 
gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk 
pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di 
muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang 
melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. 
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 Imade Bandem, Pornografi, Pornoaksi dan Kebebasan Berekspresi Dalam Seni 
(Tanggapan terhadap RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi), disampaikan dalam Semiloka RUU 
Pornografi danPornoaksi dalam Perspektif HAM yang diselenggarakan oleh Komisi Hak Asasi 
Manusia, Jakarta 2728 Februari 2006. 
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“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, 
menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, 
menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan 
pornografi yang secara eksplisit memuat: 
a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; 
b. kekerasan seksual; 
c. mastrubasi atau onani; 
d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; 
e. alat kelamin; atau 
f. pornografi anak”. 
 




“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, 
menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, 
menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan 
pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 
(dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 
250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 
6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”. 
 
Dr. H.B. Jassin, kritikus sastra beken yang pada tahun 1994 memperoleh 
anugerah Bintang Maha Putera dari Pemerintah, berpendapat bahwa pornografi 
adalah setiap hasil tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud 
sengaja untuk merangsang seksual. Sifat dari pornografi menurut Jassin, adalah 
yang membuat fantasi pembaca menjadi bersayap dan kekelaminan yang 
menyebabkan syahwat berkobar-kobar. Meskipun demikian, untuk menilai apakah 
suatu karya tulisan atau gambar termasuk porno atau tidak, menurut Jassin, kita 
harus membaca atau melihatnya secara keseluruhan.
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 Tjipta Lesmana, Pornografi Dalam Media massa, hlm. 75. 
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Dalam ayat Al-Qur’an Allah berfirman untuk memerintahkan mereka 
menutupi auratnya dan tidak memperlihatkan perhiasan mereka didepan laki-laki 
yang bukan mahromnya, meskipun di dalam permasalahan aurat,laki-laki lebih 
ringan tanggung jawabnya dibandingkan seorang perempuan, akan tetapi laki-laki 
dituntut lebih dalam menjaga pandangannya, sesuai dengan firman Allah SWT 
dalam QS An-Nur/24:30-31.  
لَِك أَۡزَكىَٰ لَهُۡمۚۡ إِنَّ  قُل لِّۡلُمۡؤِمنِينَ  ِرِهۡم َويَۡحفَظُوْا فُُروَجهُۡمۚۡ َذَٰ وْا ِمۡن أَۡبَصَٰ يَُغضُّ
َ َخبِيُرُۢ بَِما يَۡصنَُعوَن  ِرِهنَّ  ٣٠ٱَّللَّ ِت يَۡغُضۡضَن ِمۡن أَۡبَصَٰ َوقُل لِّۡلُمۡؤِمنََٰ
ۡنهَاٰۖٓ َوۡليَۡضِرۡبَن َويَۡحفَۡظَن فُُروَجهُنَّ َوََل يُۡبِديَن ِزينَتَهُنَّ إَِلَّ َما ظَهََر مِ 
بُِخُمِرِهنَّ َعلَىَٰ ُجيُوبِِهنَّٰۖٓ َوََل يُۡبِديَن ِزينَتَهُنَّ إَِلَّ لِبُُعولَتِِهنَّ أَۡو َءابَآئِِهنَّ أَۡو 
نِِهنَّ  نِِهنَّ أَۡو بَنِٓي إِۡخَوَٰ أَۡو  َءابَآِء بُُعولَتِِهنَّ أَۡو أَۡبنَآئِِهنَّ أَۡو أَۡبنَآِء بُُعولَتِِهنَّ أَۡو إِۡخَوَٰ
ۡربَةِ  بِِعيَن َغۡيِر أُْولِي ٱۡۡلِ
نُهُنَّ أَِو ٱلتََّٰ تِِهنَّ أَۡو نَِسآئِِهنَّ أَۡو َما َملََكۡت أَۡيَمَٰ بَنِٓي أََخَوَٰ
ِت ٱلنَِّسآِءٰۖٓ َوََل يَۡضِرۡبَن  َجاِل أَِو ٱلطِّۡفِل ٱلَِّذيَن لَۡم يَۡظهَُروْا َعلَىَٰ َعۡوَرَٰ ِمَن ٱلرِّ
ِ َجِميًعا أَيُّهَ ٱۡلُمۡؤِمنُوَن بِأَۡرُجلِِهنَّ لِيُۡعلَ   َوتُوبُٓوْا إِلَى ٱَّللَّ
َم َما يُۡخفِيَن ِمن ِزينَتِِهنَّۚۡ
  ٣١لََعلَُّكۡم تُۡفلُِحوَن 
Terjemahnnya: 
Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka 
menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu 
adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa 
yang mereka perbuat" Katakanlah kepada wanita yang beriman: 
"Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan 
janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) 
nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung 
kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada 
suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-
putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara 
laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-
putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-
budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak 
mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum 
mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan 
kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan 
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Imam at-Thabari meriwayatkan dengan sanad hasan dari Ali bin Abi 
Thalhah, dari Ibnu Abbas: Dalam firman Allah : 
“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang 
(biasa) nampak dari padanya.”  
 
Yang dimaksud dengan perhiasan yang biasa nampak darinya adalah 
wajah, celak mata, heina tangan, dan cincin; perhiasan-perhiasan ini boleh 
nampak ketika di rumah oleh orang yang bertamu kepadanya. Demikianlah 
pernyataan Ibnu Abbas, akan tetapi banyak ulama yang menyebutkan perkataan 
Ibnu Abbas ini secara utuh, sehingga pernyataan Ibnu Abbas tentang maksud dari 
potongan ayat ini adalah wajah dan dua telapak tangan bukan secara mutlak, 
namun terikat bahwa wanita itu boleh menampakkan wajah dan dua telapak 
tangannya saat berada di rumahnya bagi orang yang bertamu kepadanya. Dan hal 
ini dikuatkan dengan penafsirannya tentang firman Allah : 
“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu 
dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan 
jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka 
lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah 
adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab: 59). (at-
Tafsir as-Shahih 4/334).” 
 
Aisyah berkata, ketika turun ayat  : 
“Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya”  
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Maka para wanita Muslimah ketika itu mengambil kain sarung mereka dan 
memotong bagian bawahnya untuk digunakan sebagai kain kudung. (Shahih al-
Bukhari 8/347 no. 4759, kitab tafsir surat an-Nur, bab ayat ini). 
Berbicara pornografi, menurut pengamat lain mengatakan, hal itu 
sebenarnya memiliki kategori-kategori tersendiri. Sebagaimana  dikemukakan  




a. Hard pornography atau pornografi berkategori obscene yakni 
berhubungan dengan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah 
pada hubungan seks; 
1) dengan pasangan sejenis, 
2) dengan anak-anak (pedophilia), 
3) dengan kekerasan 
4) dengan orang-orang yang telah mati 
5) dengan hewan 
b. Sofcore pornography yakni aktivitas pornografi di luar hal-hal tersebut 
diatas; 
1) membuat tulisan, suara, film/tayangan 
2) menjadi pelaku atau model 
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3) menyiarkan, memperdengarkan dan mempertontonkan aktivitas 
pornografi diluar hardcore pornography untuk peruntukan orang 
dewasa bukanlah kejahatan, antara lain; 
a) tarian eksotik atau bergoyang erotis 
b) berciuman bibir 
c) bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa. 
Adapun yang dikategorikan tidak termasuk sebagai pornografi menurut 
Tjipta Lesmana dan Sumartono terdapat 5 (lima) bidang yaitu; seni, sastra, adat-
istiadat (custom), ilmu pengetahuan, dan olah raga. Selama gambar, sketsa, 
ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, 
gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media 
komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum dalam rangka seni, sastra, adat-
istiadat (custom), ilmu pengetahuan dan olah raga maka hal tersebut bukanlah 
perbuatan pornografi sebagaimana dimaksudkan undang-undang.
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Hampir semua negara, termasuk Amerika Serikat yang dianggap liberal 
sekalipun, juga melarang penyebaran pornografi. Pada umumnya belum ada 
kriteria yang jelas kapan suatu produk dikategorikan sebagai porno dan kapan 
dikategorikan tidak porno. Kriteria “dapat merangsang gairah seksual orang lain” 
yang selama ini dipakai sebagai patokan memang sangat relatif. Secara umum 
pengertian pornografi dan pornoaksi di Indonesia dapat dipengaruhi oleh kondisi-
kondisi sebagai berikut: Pertama, Pembagian penduduk berdasarkan tempat 
tinggal perkotaan dan pedesaan, Kedua, Pembagian penduduk berdasarkan agama 
                                                             
49




yang dianut, dan Ketiga, pembagian penduduk berdasarkan masyarakat adat yang 
berada antara satu dan lainnya.
50
 Namun kini menurut Imade Bantem, semula 
pornografi hanya dalam bentuk tulisan, kini hadir dalam bentuknya yang beragam 
meliputi seluruh media, baik cetak berupa gambar, foto, iklan, maupun media 
elektronik berupa film sinema, video tapes, dan telefon.
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Sebagaimana kita ketahui sistem ketatanegaraan  Republik Indonesia 
adalah sebagai “negara hukum” yang berdasarkan Pancasila yaitu “negara” yang 
menjunjung tinggi nilai-nilai moral, “negara” yang menjunjung tinggi niali-nilai 
akhlak mulia dan “negara” yang berkepribadian luhur. Negara Republik Indonesia 
sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, negara yang Berketuhanan 
Yang Maha Esa, memiliki nilai-nilai tersebut yang wajib diwujudkan dalam hidup 
dan kehidupan setiap warganegara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara 
Kesatuan Reupublik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) Pasal 29 ayat (1), 
bahwa “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.
52
 Dengan demikian 
Pornografi memang merupakan perbuatan atau tindakan negatif dan dapat 
menyebabkan akibat yang negatif pula, merupakan sesuatu yang tidak sesuai dan 
bertentangan dengan filsafah dasar negara Indonesia. Kehadiran Undang-Undang 
Pornografi di Indonesia dalam rangka untuk mampu mencegah, mengatasi bahaya 
dan pengaruh dari eksploitasi hal-hal yang tidak patut dan pantas serta jelas 
melanggar norma-norma agama dan etika masyarakat yang secara bebas 
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 Neng Djubaidah, Tinajauan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 
2008 Tentang Pornografi, disampaikan pada Rapat Terbatas: Penanganan Pornografi Dewan 
Pertimbangan Presiden, Rabu 30 Juni/17 Rajab 1431 H. 
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dihadirkan di ruang publik. Hal itu tentunya tidak hanya menimbulkan reaksi 
keras dari publik itu sendiri, namun juga sangat menimbulkan ekses negatif bagi 
perkembangan kepribadian masyarakat Indonesia di masa depan dalam kaitannya 




















TINJAUAN UMUM TENTANG UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE 
DAN HUKUM ISLAM 
A. UU NO. 11 TAHUN 2008 Tentang ITE  
1. Pengertian Informasi dan Teknologi Elektronik 
Sebelum membahas peraturan yang mengatur tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik Undang - Undang No.11 Tahun 2008, dalam sub bab ini kita 
harus mengetahui dulu beberapa peristilahan berserta pengertiannya, yang dimuat 
dalam ketentuan – ketentuan terkait dengan Informasi Transaksi Elektronik yang 
akan kita bahas untuk menyamakan pandangan dan menghindari timbulnya 
perbedaan penfsiran mengenai obyek dan pokok masalah dalam kajian ini. 
Dalam draf yang dikirimkan oleh DPR kepada Presiden pada 24 Agustus 
2007, RUU ini tinggal terdiri dari 10 bab dan 52 pasal. Judul RUU APP pun 
diubah sehingga menjadi RUU Pornografi. Ketentuan mengenai pornoaksi 
dihapuskan. Pada September 2008, Presiden menugaskan Menteri Agama, 
Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 
dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan untuk membahas RUU ini 
bersama Panitia Khusus DPR. Dalam draf final yang awalnya direncanakan akan 




a. Pengertian Informasi Elektronik 





Istilah informasi menurut pengertian kebahasaan adalah penerangan; 
keterangan; kabar atau pemberitahuan.
54
 Pengertian dimaksud sangatlah jarang 
dipahami pada hari ini. Seringkali dengan mudah informasi dimengerti sebagai isi 
atau muatan dari dokumen yang sehari – hari dapat ditemui. Informasi yang 
disampaikan melalui media cetak dan media elektronik adalah salah satu 
contohnya. 
Berdasarkan  ketentuan umum dalam Pasal 1 Bab I Undang - Undang 
No.11 Tahun 2008, pada angka I, yang dimaksud dengan informasi Elektronik 
adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada 
tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Elektronik Data Interchange (EDI), 
surat Elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenis nya, 
huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang 
memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
55
 
Informasi Elektronik merupakan salah satu hal yang diatur secara 
substansial dalam UU ITE selain transaksi elektronik. Perkembangan pemanfaatan 
informasi elektronik dewasa ini, sudah memberikan kenyamanan dan 
kemanfaatannya. Sebagai contoh, penggunaan e-mail sangat memudahkan setiap 
orang bisa berkomunikasi melalui pengiriman berita secara cepat, dan dapat 
melintasi wilayah baik lokal, regional, dan bahkan hingga internasional. 
Pemanfaatan penyebaran arus informasi Elektronik ini telah memberikan manfaat 
untuk ajang silaturahmi dalam mencari teman-teman baru melalui media sosial 
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seperti Facebook dan Instagram, yang sekarang digandrungi oleh kaum remaja 
dan bahkan orang tua. 
Pemanfaatan informasi Elektronik ini, juga dimanfaatkan oleh kalangan  
pemerintah, seperti lembaga-lembaga pemerintah baik sipil maupun TNI/Polri, 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia, untuk secara otomatis memanfaatkan 
informasi Elektronik untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian fungsi 
pemerintahan, dewasa ini, untuk mencegah terjadinya praktek-praktek kolusi, 
korupsi, dan nepotisme. 
Perbuatan yang dilarang oleh Undang - Undang No.11 Tahun 2008 yang 
berkaitan dengan informasi Elektronik adalah mendistribukan, atau membuat 
dapat diaksesnya informasi Elektronik, yang muatannya berisi melanggar 
kesusilaan, muatan perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik atau 
pemerasan dan atau pengancaman. Muatan yang berisi melanggar kesusilaan 
diantaranya adalah penayangan gambar – gambar porno dalam situs – situs 
internet maupun telepon seluler. Penayangan gambar porno itu, selain melanggar 
Undang - Undang No.11 Tahun 2008 juga melanggar Undang – Undang No. 44 
Tahun 2008 tentang Pornografi. 
b. Pengertian Teknologi Informasi 
Dalam Pasal 1 angka 3 Undang - Undang No.11 Tahun 2008, pengertian 
teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan menyiapkan, 
menyimpan memproses, mengumumkan, menganalisis dan atau menyebarkan 
informasi. Istilah “teknologi informasi” mulai dipergunakan secara luas Tahun 
49 
 
1980-an. Teknologi ini merupakan pengembangan dari teknologi komputer yang 
dipadukan dengan teknologi telekomunikasi. 
Definisi kata “informasi” sendiri secara internasional telah disepakati 
sebagai “hasil dari pengolahan data” yang secara prinsip memiliki nilai atau value 
yang lebih dibandingkan dengan data mentah. Komputer merupakan bentuk 
teknologi informasi yang pertama yang dapat melakukan proses pengolahan data 
menjadi informasi.
56
 Barry B Sookman dalam bukunya yang berjudul Computer, 
Internet, and Electronic Commerce Terms: Judicial, Legislave, and Technical 
Defintions mengemukakan bahwa defisini informasi memiliki konotasi sangat 
luas. Perintah atau serangkaian perintah saja telah dapat dimaknai oleh 
informasi.
57
 Dalam kurun waktu yang kurang lebih sama, kemajuan teknologi 
telekomunikasi terlihat sedemikian pesatnya, sehingga telah mampu membuat 
dunia menjadi terasa lebih kecil. Dengan demikian komputer merupakan salah 
satu produk dalam domain terknologi informasi disamping Modem, Router, 
Cracle, SAP, Pranata Media, Cabling System, VSAT dan lain sebagainya.
58
 
Teknologi informasi disusun oleh tiga komponen utama teknologi yaitu:
59
 
1. Teknologi komputer (computing) yang menjadi pendorong 
utama    perkembangan teknologi informasi; 
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2. Teknologi telekomunikasi yang menjadi inti proses penyebaran 
informasi secara massal dan mendunia 
3. Muatan komunikasi yang menjadi faktor pendorong utama 
implementasi teknologi dalam seluruh bidang – bidang 
kegiatan manusia. 
c. Pengertian Informasi Elektronik 
Dalam Pasal 1 angka 2 Undang - Undang No.11 Tahun 2008 yang 
dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan 
dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik 
lainnya. 
Perbuatan hukum penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan 
dalam lingkup publik ataupun privat. Para pihak yang melakukan transaksi 
elektronis wajib bertikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran 
informasi elektronik dan atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. 
Penyelenggaraan transaksi elektronis ini diatur dengan peraturan pemerintah. 
Transaksi elektronik diatur dalam Pasal 17 Undang - Undang No.11 Tahun 
2008 yang berbunyi sebagai berikut: 
1. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup     
publik dan privat. 
2. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik 
3. Ketetntuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transaksi elektronis 




Dalam penjelasan pasal 17 ayat 1 Undang - Undang No.11 Tahun 2008 
dijelaskan bahwa Undang – Undang ini memberikan peluang terhadap 
pemanfaatan teknologi informasi oleh penyelenggaraan negara, orang, badan 
usaha, dan atau masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi harus dilakukan 
secara baik, bijaksana bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat diperoleh 
manfaat yang sebesar – besarnya bagi masyarakat. 
Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik 
mengikat para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1). Para pihak 
memiliki kewenangan untuk memilh yang berlaku bagi transaksi elektronik 
internasional yang dibuatnya (Pasal 18 ayat (2)). Jika para pihak tidak melakukan 
pilihan hukum dalam traksaksi elektronik internasional hukum yang berlaku 
disesuaikan pada asas hukum perdata internasional (Pasal 18 ayat (3)). Para pihak 
memiliki kewenangan untuk menetapkan pengadilan, arbitrase, atau lembaga 
penyelesaian sengketa alternatif lainnya, yang bisa berwenang menangani 
sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang 
dilakukannya (Pasal 18 ayat (4)). 
Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum sebagaimana yang 
dimaksud di atas, penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga 
penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa 
yang mungkin timbul dari transaksi tersebut didasarkan pada asas hukum perdata 
internasional (Pasal 18 ayat (5)). Pilihan hukum yang dimaksud Undang – Undang 
ini berdasarkan penjelasan Pasal 18 ayat 2 Undang - Undang No.11 Tahun 2008, 
52 
 
bahwa pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak internasional 
termasuk yang dilakukan secara elektronik dikenal oleh sebutan choise of law. 
2. Tindak Pidana Siber (Cybercrime) 
Tindak pidana siber atau sering disebut dengan cybercrime merupakan 
salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat 
perhatian yang luas di dunia internasional. Volodymyr Golubev menyebutnya 
sebagai the new form of antisocial behaviour. Beberapa julukan atau sebutan 
lainnya untuk kejahatan cybercrime ini di dalam berbagai tulisan antara lain 
sebagai kejahatan dunia maya “cyber space in virtual space offence”, dimensi 
baru dari high tech crime, dimensi baru dari transnational crime, dan dimensi 
baru dari white collar crime.
60
 
Cybercrime disebut juga sebagai kejahatan lahir sebagai dampak negatif 
dari perkembangan aplikasi internet.
61
 Dari pengertian ini bahwa cybercrime 
mencakup semua jenia kejahatan beserta modus operandinya yang dilakukan 
sebagai negatif aplikasi internet. Secara umum yang dimaksud kejahatan 
komputer atau kejahatan didunia siber yaitu upaya memasuki dan atau 
menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan 
melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan 
pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut. Dengan demikian 
jelaslah bahwa jika seseorang menggunakan komputer atau bagian dari jaringan 
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Menurut Barda Nawawi Arief, pengertian computer crime sama dengan 
cybercrime. Ronny R. Nitibaskara berpendapat, bahwa kejahatan yang terjadi 
melalui atau pada jaringan komputer di dalam internet disebut cybercrime, 
kejahatan ini juga dapat disebut kejahatan yang berhubungan dengan komputer 
(computer-related crime), yang mencakup dua hal kategori kejahatan, yaitu 
kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana atau alat dan menjadikan 
komputer sebagai sasaran atau objek kejahatan.
63
 
Istilah kejahatan komputer yang lebih dahulu dikenal memang telah 
memberikan gambaran mengenai ruang lingkup kejahatan berbasis teknologi 
informatika. Terlebih lagi hingga kini dalam berbagai sumber istilah kejahatan 
komputer (computer crime) disejajarkan atau diidentikkan dengan istilah siber 
(cybercrime). Namun demikian, seiring dengan lajunya perkembangan 
telekomunikasi, media dan informatika, maka istilah komputer nampak hanya 
merupakan bagian dari keseluruhan teknologi telematika
64
 sehingga kurang bisa 
menggambarkan konvergensinya. Demikian pula dengan istilah “kejahatan 
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internet”, kejahatan mayantara atau cybercrime yang juga merupakan bagian yang 
paling konvergen dari telematika.
65
 
Meskipun gambaran mengenai cybercrime cukup beragam, pada dasarnya 
terdapat karakteristik tertentu yang dapat digunakan untuk mengenali cybercrime. 
Menurut Freddy Harris
66
; pada umumnya cybercrime memiliki ciri-ciri sebagai 
berikut: non-violence (tanpa kekerasan), sedikit melibatkan kontak fisik (minimum 
of physical contact), menggunakan peralatan dan teknologi, memanfaatkan 
jaringan telematika global. Maka dapat dikatakan bahwa ruang lingkup 
cybercrime, yaitu:  
1.  Pembajakan;  
2. Penipuan;  
3. Pencurian;  
4. Pornografi;  
5. Pelecehan;  
6. Pemfitnahan; dan  
7. Pemalsuan. 
Berdasarkan definisi – definisi di atas, dapatlah dirumuskan bahwa tindak 
pidana siber itu merupakan segala tindakan yang merugikan orang lain dengan 
menggunakan komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan serta sistem dan 
data di dalamnya sebagai target. Atau, cybercrime dirumuskan sebagai perbuatan 
melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat 
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atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, 
dengan merugikan pihak lain. Secara ringkas tindak pidana siber ini dapat 
didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan 
menggunakan teknologi komputer. 
 
3. Penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008  
Di Indonesia, peraturan yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik baru satu Undang – Undang yang mengatur secara khusus, yaitu 
Undang - Undang No.11 Tahun 2008. Undang - Undang No.11 Tahun 2008 
disahkan dan diundangkan oleh Presiden RI pada tanggal 21 April 2008, bisa 
dikatakan kita masih sangat tertinggal jauh karena baru satu undang-undang yang 
mengatur aturan tindak pidana siber. Didalam pasal Undang-Undang No.11 Tahun 
2008 diperintahkan untuk membentuk Peraturan Pemerintah yang harus sudah 
ditetapkan paling lama dua tahun setelah diundangkannya Undang – Undang 
No.11 Tahun 2008 tetapi sampai saat ini belum ada sebuah Peraturan Pemerintah 
dibuat agar suatu undang – undang dapat berjalan dengan baik. Pada awalnya 
hanya ada pengaturan mengenai Telekomunikasi melalui Undang – Undang No. 
36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang merupakan pengganti Undang-
Undang No. 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi. 
Maka disamping Undang – Undang No. 36 Tahun 1999, Indonesia 
memerlukan Undang – Undang Internet (Law of Internet) atau undang – undang 
siber (Cyber Law). Undang – Undang Internet sebagai suatu rezim hukum yang 
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baru akan lebih memudahkan untuk dipahami dengan mengetahui ruang lingkup 
pengaturannya. Undang – Undang Internet merupakan undang –undang khusus 
mengatur secara eksplisit hal – hal yang menyangkut pengiriman dan penerimaan 
informasi secara elektronik melalui Internet. Undang – undang tentang Internet 
tersebut telah lahir yaitu Undang - Undang No.11 Tahun 2008, bila Undang – 
undang ini dihubungkan dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi, maka Undang – Undang No. 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi akan merupakan lex generalis sedangkan Undang - Undang 
No.11 Tahun 2008 merupakan lex specialis dari Undang – Undang 
Telekomunikasi tersebut. 
Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik ini dibuat dalam rangka melihat globalisasi informasi telah 
menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga 
mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengeolaan Informasi dan 
Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi 
Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar ke seluruh 
lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Dilihat dari sisi perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang 
demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam 
berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-
bentuk perbuatan hukum baru mendukung tekhnologi informasi melalui 
infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi 
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informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan 
memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.
67
 
Intinya Fokus utama dari keberadaan Undang - Undang No.11 Tahun 2008 
adalah memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan suatu data atau 
informasi yang dihasilkan oleh sistem elektronik berikut akunbilitas sistem 
elektronik itu sendiri dilengkapi dengan beberapa ketentuan hukum yang 
mengatur penyelenggaraannya dan akibat pemanfaatannya tersebut baik untuk 
kepentingan hukum individual, komunal maupun nasional bahkan international.
68
 
Secara garis besar materi Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dimuat dalam sistematika sebagai 
berikut: 
BAB I  : Ketentuan Umum;  
BAB II : Asas dan Fungsi;  
BAB III : Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan;  
BAB IV : Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan Sistem 
Elektronik; 
BAB V : Transaksi Elektronik;  
BAB VI : Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual Dan             
Perlindungan Hak Pribadi; 
BAB VII : Perbuatan yang dilarang;  
BAB VIII : Penyelesaian Sengketa;  
BAB IX : Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat;  
BAB X : Penyidikan;  
BAB XI : Ketentuan Pidana;  
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BAB XII : Ketentuan Peralihan; 




Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik terdiri dari 13 bab dan 54 pasal yang merupakan rezim hukum baru 
untuk mengatur cyberspace di Indonesia. Pada awalnya pembentukkan undang – 
undang ini banyak menuai kontroversi karena dianggap akan mematikan 
kebebasan untuk mengekspresikan diri di cyberspace. Beberapa aspek yang 
penting diatur di dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:
70
 
a.  Aspek yuridis, digunakan pendekatan prinsip perluasan Yurisdiksi (Extra 
Territorial Yurisdiction) dikarenakan transaksi elektronik memiliki 
karakteristik lintas teritorial dan tidak dapat menggunakan pendekatan 
hukum konvesional;  
b. Aspek pembuktian elektronik (e-evindence), alas bukti elektronik 
merupakan alat bukti dan memiliki akibat hukum yang sah di muka 
pengadilan;  
c. Aspek informasi dan perlindungan konsumen, pelaku usaha yang 
menawarkan produk melalui media elektronik wajib menyediakan 
informasi yang lengkap dan benar, berkaitan dengan syarat – syarat 
kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan;  
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d. Aspek tanda tangan elektronik, memiliki kekuatan hukum dan akibat 
hukum yang sah (sejajar dengan tanda tangan manual) selama memenuhi 
persyaratan sebagaimana ditetapkan di dalam Undang – Undang No. 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;  
e. Aspek pengamanan terhadap tanda tangan elektronik, setiap orang yang 
terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan 
pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya;  
f. Aspek penyelenggara sertifikasi elektronik, setiap orang berhak 
menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik untuk tanda tangan 
elektronik yang dibuat; 
g. Aspek penyelenggaraan sertifikasi elektronik, informasi dan transaksi 
elektronik diselenggarakan oleh penyelenggara sistem elektronik secara 
andal, aman, dan beroperasi sebagaimana mestinya serta penyelenggara 
sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelengaraan/kemanan 
sistem elektronik yang diselenggarakannya;  
h. Aspek tanda tangan digital (Digital Signature), penggunaan digital 
signature dapat berubah sesuai dengan isi dokumen dan memiliki sifat 
seperti tanda tangan konvesional sepanjang dapat dijamin keadalannya 
secara teknis;  
i. Aspek transaksi elektronik, kegiatan transaksi elektronik dapat dilakukan 
baik dalam lingkup publik maupun privat dan transaksi elektronik yang 
dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak, serta para pihak 
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memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi 
elektronik internasional yang dibuatnya;  
j. Aspek nama domain (domain names), yang digunakan sebagai Hak 
Kekayaan Intelektual (HaKI) oleh seseorang, orang dimaksud berhak 
memiliki nama domain berdasarkan prinsip first come first serve dan 
informasi elektronik yang disusun menjadi karya intelektual y.n, ada di 
dalamnya, dilindungi sebagai HaKI berdasarkan perundang – undangan 
yang berlaku;  
k. Aspek perlindungan privacy, penggunaan setiap informasi melalui media 
elektronik yang menyangkut data tentang pribadi seseorang harus 
dilakukan atas persetujuan bagi orang yang bersangkutan, kecuali 
ditentukan lain oleh perundang – undangan; 
l. Aspek peran Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah memfasilitasi 
pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik dengan memperhatikan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
m. Aspek perlindungan kepentingan umum, Pemerintah berwenang 
melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat 
penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik yang mengganggu 
ketertiban umum dan kepentingan nasional serta Pemerintah menetapkan 
instansi tertentu harus memiliki back-up e-data dan data on-line; dan  
n. Aspek perbuatan – perbuatan yang dilarang adalah: 
(i) Menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan pornografi, 
perjudian, tindak kekerasan, penipuan;  
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(ii) Menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem 
elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud untuk 
memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi 
dalam komputer atau sistem elektronik;  
(iii) Menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem 
elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud untuk 
memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi 
dalam komputer atau sistem elektronik milik Pemerintah yang karena 
statusnya harus dirahasiakan atau dilindungi;  
(iv) Menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem 
elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud untuk 
memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi 
dalam komputer atau sistem elektronik menyangkut pertahanan 
nasional atau hubungan internasional yang dapat menyebabkan 
gangguan atau bahaya terhadap Negara dan atau hubungan dengan 
subjek hukum internasional;  
(v) Melakukan tindakan yang secara tanpa hak yang transmisi dari 
program, informasi, kode atau perintah, komputer dan atau sistem 
elektronik yang dilindungi Negara menjadi rusak; dan  
(vi) Menggunakan dan mengakses komputer dan atau sistem elektronik 
secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya, baik dari dalam 
maupun luar negeri untuk memperoleh informasi dari komputer dan 
atau sistem elektronik yang dilindungi oleh Negara. 
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Prinsip utama dalam Hukum Teknologi Informasi adalah prinsip 
Yurisdiksi, hal dimaksud dikarenakan tidak serta merta dapat diterapkannya 
Yurisdiksi Teritorial dalam kegiatan di cyberspace yang sering kali terjadi dalam 
teritorial beberapa negara secara sekaligus. Pendekatan prinsip Yurisdiksi Ekstra-
Terorial merupakan upaya untuk dimungkinkannya penerapan Hukum Teknologi 
Informasi. 




“Undang – undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan 
perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang – undang ini, baik 
yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum 
Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia 
dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan 
Indonesia.” 
 
Undang - Undang No.11 Tahun 2008 memiliki jangkauan yurisdiksi tidak 
semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau 
dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan 
hukum yang dilakukan diluar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh 
warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum asing yang 
memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi 
untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial 
atau universal.  
Pemahaman dari pengertian “merugikan kepentingan Indonesia” adalah 
meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, 
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perlindungan data strategis, harkat martabat bangsa, pertahanan dan keamanan 
negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.
72
 
Sedangkan asas – asas yang berlaku di dalam-Undang No. 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan Pasal 3, maka 
pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan 
berdasrkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik dan 
kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.  
Kehadiran Undang-Undang No.11 Tahun 2008 akan memberikan manfaat, 
beberapa diantara nya: 
(i) Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan 
transaksi secara elektronik  
(ii) Mendorong pertumbuhan ekonomi indonesia 
(iii) Sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan 
berbasis teknologi informasi  
(iv) Melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan 
teknologi informasi 
Materi muatan dari Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik adalah menyangkut masalah yurisdiksi
73
, 
perlindungan hak pribadi, asas perdagangan secara e-commerce, asas persaingan 
                                                             
72
 Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi 
Informasi:Regulasi dan Konvergensi.(Bandung; Refika Aditama,2010), hlm. 136. 
73
 Yurisdiksi atau jurisdiksi adalah wilayah/daerah tempat berlakunya sebuah undang-
undang yang berdasarkan hukum. 
64 
 
usaha tidak sehat dan perlindungan konsumen, asas hak atas kekayaan intelektual 
(HAKI) dan hukum Internasional serta asas cybercrime.  
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah memiliki 
kebijakan yang berhubungan dengan hukum Teknologi Informasi setelah 
diundangkannya Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik pada tanggal 21 April 2008. Produk hukum yang baru ini 
dibuat sedemikian rupa berkaitan dengan  hal cyberspace atau dunia maya ini 
dianggap sangat penting oleh pemerintah untuk memberikan keamanan dan 
kepastian hukum dalam lingkup pemanfaatan teknologi informasi, media, dan 
komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. 
B. Hukum Islam 
Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin merupakan agama yang 
sempurna. Di dalamnya terkandung ajaran yang semupurna dan 
menyempurnakan. Dengan demikian Islam tidak hanya mengatur hubungan 
manusia dengan Tuhan (hablun minallah), melainkan juga mengatur hubungan 
manusia dengan manusia (hamblun minan-nas) dan manusia dengan alam. Aturan 
tersebut merupakan aturan (hukum) Tuhan yang telah ditetapakan dengan pasti 
tanpa ada perubahan di dalamnya. Hal ini berarti bahwa hukum Islam merupakan 
hukum yang absolut dan universal, tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu. 
Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidahkaidah 





, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu 
pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. 
Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk 
umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan 
kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.
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Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan 
oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum 
yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang 




Selanjutnya oleh para ahli hukum Barat, hukum Islam diistilahkan dengan 
Islamic Law. Dalam Alquran dan sunnah, istilah hukum Islam tidak dijumpai, 
sedang yang digunakan adalah kata syari‟ah dan selanjutnya dalam penjabarannya 
lahirlah istilah fiqhi.
77
 Jadi, dalam agama Islam, hukum Islam adalah aturan-
aturan yang bersumber dari ajaran-ajaran Islam yang biasa disepadangkan dengan 
istilah “syariat” dan “fiqih”.
78
 Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam 
sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:
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1. Al Qur’an 
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Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci 
umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi 
Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Quran memuat 
kandungankandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, 
ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci 
bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta 
masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Quran 
menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat. 
2. Al Hadist 
Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala sesuatu 
yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, 
perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan 
yang merinci segala aturan yang masih global dalam Alquran. Kata hadits 
yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, 
maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun 
persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun 
hukum Islam. 
3. Ijma’ 
Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman 
Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma’ yang dapat 
dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin 
(setelah sahabat), dan tabi’ut tabiin (setelah tabiin). Karena setelah zaman 
mereka para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak, dan 
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perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua 
ulama telah bersepakat. 
4. Qiyas 
Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadits dan 
Ijma’ adalah Qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil 
nashnya dalam Al quran ataupun hadis dengan cara membandingkan 
sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya 
tersebut. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai 
suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu 
metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada 
kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu 
hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus 
yang ada nashnya. 
Sumber hukum syariat Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadist. Sebagai 
hukum dan ketentuan yang diturunkan Allah swt, syariat Islam telah menetapkan 
tujuan-tujuan luhur yang akan menjaga kehormatan manusia, yaitu sebagai 
berikut: 
1. Pemeliharaan Atas Keturunan 
Hukum syariat Islam mengharamkan seks bebas dan mengharuskan 
dijatuhkannya sanksi bagi pelakunya. Hal ini untuk menjaga kelestarian 
dan terjaganya garis keturunan. Dengan demikian, seorang anak yang lahir 
68 
 
melalui jalan resmi pernikahan akan mendapatkan haknya sesuai garis 
keturunan dari ayahnya. Sebagaimana dalam QS. al-Israa‟/17:32.
 80 
ِحَشٗة َوَسآَء َسبِيٗٗل   إِنَّهُۥ َكاَن فََٰ
ٰٓۖٓ نَىَٰ   ٣٢ َوََل تَۡقَربُوْا ٱلزِّ
Terjemahannya: 
Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah 




2. Pemeliharaan Atas Akal 
Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan 
melemahkan ingatan, seperti minuman keras atau beralkohol dan narkoba. 
Islam menganjurkan setiap Muslim untuk menuntut ilmu dan 
mengembangkan kemampuan berpikirnya. Jika akalnya terganggu karena 
pesta miras oplosan, akalnya akan lemah dan aktivitas berpikirnya akan 
terganggu. Sebagaimana dalam QS. al-Maidah/5:90.
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ۡن  ُم ِرۡجٞس مِّ
ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓوْا إِنََّما ٱۡلَخۡمُر َوٱۡلَمۡيِسُر َوٱۡۡلَنَصاُب َوٱۡۡلَۡزلََٰ يََٰ
ِن فَٱۡجتَنِبُوهُ لََعلَُّكۡم تُۡفلُِحوَن  ۡيطََٰ   ٩٠َعَمِل ٱلشَّ
Terjemahannya: 
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, 
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah 
termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar 
kamu mendapat keberuntungan. 
 
3. Pemeliharaan Atas Kemuliaan 
Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan 
melemahkan ingatan, seperti minuman keras atau beralkohol dan narkoba. 
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Islam menganjurkan setiap Muslim untuk menuntut ilmu dan 
mengembangkan kemampuan berpikirnya. Jika akalnya terganggu karena 
pesta miras oplosan, akalnya akan lemah dan aktivitas berpikirnya akan 
terganggu. 
4. Pemeliharaan Atas Harta 
Syariat Islam telah menetapkan sanksi atas kasus pencurian dengan potong 
tangan bagi pelakunya. Hal ini merupakan sanksi yang sangat keras untuk 
mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran terhadap harta 
orang lain. 
5. Pemeliharaan Atas Agama 
Hukum Islam memberikan kebebasan bagi setiap manusia untuk 
menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Islam tidak pernah 
memaksakan seseorang untuk memeluk Islam. Akan tetapi, Islam 
mempunyai sanksi bagi setiap muslim yang murtad agar manusia lain 





ٓ نِِهۡم ثُمَّ ٱۡزَداُدوْا ُكۡفٗرا لَّن تُۡقبََل تَۡوبَتُهُۡم َوأُْولََٰ إِنَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروْا بَۡعَد إِيَمَٰ
آلُّوَن    ٩٠ٱلضَّ
Terjemahannya: 
Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah 
kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya; dan mereka itulah 
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PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM TERHADAP 
PENYEBARAN PORNOGRAFI 
A. Dasar Hukum Pornografi di Indonesia 
Sebelumnya UU pornografi bernama RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi 
(RUUAPP). Pembahasan akan RUU APP ini sudah dimulai sejak tahun 1997 di 
DPR. Dalam perjalanannya draf RUU APP pertama kali diajukan pada 14 
Februari 2006 dan berisi 11 bab dan 93 pasal. Pornografi dalam rancangan 
pertama didefinisikan sebagai "substansi dalam media atau alat komunikasi yang 
dibuat untuk menyampaikan gagasangagasan yang mengeksploitasi seksual, 
kecabulan, dan/atau erotika" sementara pornoaksi adalah "perbuatan 
mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika di muka umum".
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Dalam draf yang dikirimkan oleh DPR kepada Presiden pada 24 Agustus 
2007, RUU ini tinggal terdiri dari 10 bab dan 52 pasal. Judul RUU APP pun 
diubah sehingga menjadi RUU Pornografi. Ketentuan mengenai pornoaksi 
dihapuskan. Pada September 2008, Presiden menugaskan Menteri Agama, 
Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 
dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan untuk membahas RUU ini 
bersama Panitia Khusus DPR. Dalam draf final yang awalnya direncanakan akan 
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Hanya saja, RUU APP tersebut menyulut pro-kontra. Beberapa isi pasal 
RUU APP ini menimbulkan kontroversi. Pihak yang mendukung di antaranya 
Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia 
(ICMI), Hizbut Tahrir, Front Pembela Islam (FPI), dan Majelis Ulama Indonesia 
(MUI). Sedangkan pihak  yang menentang berasal dari aktivis perempuan, 
seniman, artis, budayawan, dan akademisi,  dengan dalih bahwa pornografi yang 
merupakan bentuk eksploitasi berlebihan atas seksualitas, melalui majalah, buku, 
film, dan sebagainya, memang harus ditolak dengan tegas. Tapi mereka tidak 
menyetujui bahwa untuk mencegah dan menghentikan pornografi lewat sebuah 
undang-undang yang hendak mengatur moral dan akhlak manusia Indonesia 
secara pukul rata, seperti yang tertera dalam RUU APP ini. RUU APP seharusnya 
lebih mengatur penyebaran barang-barang pornografi dan bukannya mengatur 
soal moral dan etika manusia Indonesia.
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Inisiatif pemerintah dalam menelorkan RUU APP sebetulnya jauh hari 
sudah dilakukan oleh MUI dengan dikeluarkannya Keputusan Fatwa Komisi 
Fatwa MUI Nomor 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi.  Dasar 
hukum kuputusan fatwa ini bersumber dari AlQur'an, di antaranya adalah Q.S. al-
Isra [17]: 32, an-Nur [24]: 30-31, dan al-Maidah [5]: 2, dan hadis Nabi yang berisi 
larangan pakaian tembus pandang, erotis, sensual, serta hadis tentang larangan 
berduaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dalam hadis riwayat 




 Bre Redana dalam Kompas, 4/3/2006. 
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Imam Ahmad dari Ibnu Usamah bin Zaid, bahwa ayahnya, Usamah, berkata: 
Rasulullah memberiku qubthiyah katsifah (jenis pakaian tembus pandang 
berwarna putih buatan Mesir) yang dihadiahkan oleh Dihyah al-Kalby. Lalu aku 
berikan kepada isteriku. Maka, Rasul bertanya kepadaku: “Mengapa engkau tidak 
memakai qubthiyah?” Saya menjawab: “Wahai Rasul, saya berikan kepada 
istriku.” Rasul lantas bersabda: “Suruh istrimu agar mengenakan rangkapan di 




Mahkamah Agung melalui Tim Pemberantasan Masalah Pornografi pernah 
mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 031/PA/5/ 1969 tanggal 13 Mei 1969, 
bahwa yang dimaksud dengan pornografi (melanggar kesusilaan) adalah: 
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”Perbuatan-perbuatan (action), gambar-gambar, tulisan-tulisan, lagu-
lagu, suara atau bunyibunyian atau apa saja yang dapat merangsang 
nafsu birahi kita, yang menyinggung rasa susila masyarakat umum dan 
yang dapat mengakibatkan tindakan-tindakan maksiat serta mengganggu 
ketentraman masyarakat, atau dengan kata lain segala pembuatan lagu-
lagu, taritarian, perkataan, tulisan, karangan, lukisan atau gambar, 
pakaian, pertunjukan dan segala sesuatu yang diperkirakan mengandung  
kemungkinan untuk membangkitkan syahwat (merangsang nafsu kelamin) 
seseorang yang bukan muhrimnya (Kasijan, 1982:40; Asmawi, 2003:6).” 
 
Dasar hukum pornografi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 44 
Tahun 2008 diperdebatkan, terutama Penjelasan Pasal 4 ayat (1) mengenai batasan 
“membuat” pornografi yang merupakan pengecualian, bahwa “Yang dimaksud 
dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan 
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sendiri”. Penjelasan tersebut mengundang polemik, karena isinya bertentangan 
dengan ketentuan pasal yang dimuat dalam batang tubuh (Djubaedah, 2011:1). 
Dalam undang-undang, pengertian objek pornografi lebih luas dari pada 
objek pornografi menurut KUHP. KUHP menyebut tiga objek, yaitu tulisan, 
gambar, dan benda. Adapun yang termasuk benda ialah alat untuk mencegah dan 
menggugurkan kehamilan (Pasal 283, 534, 535 KUHP). Objek pornografi 
menurut Undang-Undang Pornografi telah diperluas sedemikian rupa termasuk 
gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, 
kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai 
bentuk media komuikasi. 
B. Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE Terhadap Penyebaran 
pornografi 
Pembahasan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah 
baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia global. Perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia 
menjadi tanpa batas (bordeless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan 
budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat 
ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi 
peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia sekaligus menjadi 
sarana efektif perbuatan melawan hukum. 
Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan sisi keamanan dan 
kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi 
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agar dapat berkembang secara optimal. Untuk mengatasi gangguan keamanan 
dalam penyelenggaraan sistem elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak 
karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi yang 
kurang optimal. Untuk itulah, pemerintah mengundangkan Undang-Undang No. 
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tanggal 21 April 
2008.  
Asas dan tujuan undang-undang ini adalah pemanfaatan Teknologi 
Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian 
hukum, manfaat, kehati – hatian, itikad  baik dan kebebasan memilih teknologi 
dan netral. Sebagaimana yang disebutkan dalam konsideran huruf (F) dalam bab 
“Menimbang” dari UU ITE, yang merupakan dasar filosofis atau latar belakang 
dikeluarkannya Undang-Undang ini, menyatakan bahwa:
88
 
“bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi 
melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan 
Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah 
penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial 
budaya masyarakat Indonesia;” 
 
 Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, juga diatur larangan 
mengubah atau memanipulasi informasi elektronik sehingga seolah-olah tampak 
asli. Kita sering mendengar dan melihat berita tentang tindak kriminal dari pelaku 
rekayasa foto seperti foto artis, pejabat, atau orang lain yang diubah dari tidak 
bugil menjadi bugil (seolah-olah foto asli). Kegiatan merekayasa foto tersebut 
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termasuk perbuatan yang dilarang dalam Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 
terkait dengan Pasal 35 yaitu:
89
 
”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 
melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, 
pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan 
tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut  
dianggap seolah-olah data yang otentik”. 
 
Selain itu dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 juga mengatur 
tentang larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau 
melawan hukum mengadakan atau menyediakan perangkat keras atau perangkat 
lunak komputer yang digunakan untuk memfasilitasi perbuatan penyebarluasan 
pornografi, karena hal ini merupakan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 34 ayat 
(1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008. Sanksi dari orang yang melanggar 
Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 ini terdapat dalam bunyi 
Pasal 50 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008:
90
 
“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 
34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar 
rupiah)”. 
 
Perbuatan itu termasuk keterlibatan seseorang menyediakan fasilitas 
berupa perangkat keras komputer untuk menggandakan atau memperbanyak file-
file pornografi dalam CD atau media penyimpanan yang lain agar dapat 
disebarluaskan. 







Sejak diundangkannya UU ITE, Indonesia telah memiliki hukum khusus 
yang mengatur tentang segala perbuatan yang dilakukan menggunakan internet. 
Pengaturan dalam bidang hukum pidana telah dilakukan baik dari segi hukum 
pidana materiil yang terdapat dalam Bab VII, pasal 27- pasal 37 UU ITE maupun 
segi hukum pidana formiil yang terdapat dalam Bab X, pasal 42- pasal 44 UU 
ITE. Pengaturan hukum pidana formil secara khusus dalam UU ITE menunjukkan 
adanya pemahaman akan perbedaan penanganan terhadap perkara pidana 
informasi dan transaksi elektronik, termasuk di dalamnya perbuatan pidana 
pornografi melalui internet. Hanya saja pengaturan dalam UU ITE terkait hukum 
pidana formil tidak menjabarkan secara rinci prosedur apa saja yang harus 
dilakukan pada saat penegak hukum menghadapi perkara pidana informasi dan 
transaksi elektronik. Penegakan hukum saat terjadi perkara pidana seharusnya 
dapat dilakukan dalam sebuah rangkaian proses hukum mulai dari penyidikan, 
penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, putusan, dan upaya hukum. Oleh 
karena itu pembahasan secara mendalam akan dilakukan terhadap tiap tahap 
mekanisme penegakan hukum yang diatur dalam UU ITE. 
Mengenai pengaturan tentang penyidikan perkara pidana informasi Pasal 
42 UU ITE memberikan penegasan bahwa tata cara penyidikan yang berlaku 
dalam UU ITE adalah penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, selanjutnya disebut 
KUHAP) ditambah dengan ketentuan lain yang diatur secara khusus dalam UU 
ITE. Pengaturan ini pada dasarnya menunjukkan bahwa KUHAP masih menjadi 
dasar penanganan perkara pidana informasi dan transaksi elektronik sepanjang 
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tidak merumuskan adanya pengaturan khusus. Berdasarkan hal tersebut maka 




“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 
menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”   
 
Berdasarkan pengertian pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan sudah 
menunjukkan tahapan berbeda jika dibandingkan dengan penyelidikan. 
Penyidikan berfokus pada pengumpulan bukti untuk dapat menunjukkan bentuk 
perbuatan pidana yang terjadi dan menemukan pelaku dari perbuatan pidana 
tersebut. Berbeda halnya dengan penyelidikan yang bertujuan untuk mengetahui 
ada atau tidaknya perbuatan pidana. Penegak hukum yang bertugas dalam tahap 
penyidikan ini terdiri dari pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai 
negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk 
melakukan penyidikan. Terkait dengan penyidik dalam perkara pidana informasi 
dan transaksi elektronik ini Pasal 43 angka 1 UU ITE memberikan penegasan 
bahwa pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang dimaksudkan adalah Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup 
tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi 
Elektronik yang diberi wewenang melakukan penyidikan.  PPNS Pemerintah di 
bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang berwenang melakukan 
penyidikan dalam hal perbuatan pidana informasi dan transaksi elektronik berada 
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pada kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Unit Kerja 
Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika. Adapun tugas 
penyidikan dalam perkara pidana informasi dan transaksi elektronik didasarkan 
atas perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran pelayanan publik dan 
integritas data atau keutuhan data (pasal 43 angka 2 UU ITE). Wewenang 




Tabel 1. Wewenang Penyidik dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE 
No. Wewenang Tata Cara Ketentuan Hukum 
1.  Penggeledahan terhadap Sistem 
elektronik    
Izin ketua Pengadilan Negeri 
setempat 
Pasal 43 angka 2 
dan 3 
2. Penyitaan terhadap Sistem 
elektronik 
Izin ketua Pengadilan Negeri 
setempat 
Pasal 43 angka 2 
dan 3 
3. Menerima laporan atau pengaduan 
dari seseorang 
KUHAP Pasal 43 angka 5 
huruf a 
4. Memanggil setiap orang atau 
pihak lain untuk didengar atau 
diperiksa sebagai tersangka atau 
saksi   
KUHAP Pasal 43 angka 5 
huruf b 
5. Melakukan pemeriksaan atas KUHAP Pasal 43 angka 5 
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kebenaran laporan dan pengaduan 
seseorang 
huruf c 
6. Melakukan pemeriksaan terhadap 
orang dan/atau badan usaha 
KUHAP Pasal 43 angka 5 
huruf d 
7. Melakukan pemeriksaan terhadap 
alat dan/atau sarana yang berkaitan 
dengan kegiatan Teknologi 
Informasi yang diduga digunakan 
untuk melakukan perbuatan pidana 
ITE 
UU ITE Pasal 43 angka 5 
huruf e 
8. Melakukan penggeledahan 
terhadap tempat tertentu yang 
diduga sebagai tempat melakukan 
perbuatan pidana ITE   
UU ITE Pasal 43 angka 5 
huruf f 
9. Melakukan penyegelan dan 
penyitaan terhadap alat dan atau 
sarana kegiatan Teknologi 
Informasi yang diduga digunakan 
secara menyimpang dari ketentuan 
peraturan perundangundangan 
UU ITE Pasal 43 angka 5 
huruf g 
10. Meminta bantuan ahli untuk 
membantu penyidikan 
UU ITE Pasal 43 angka 5 
huruf h 
11. Menghentikan penyidikan 
perbuatan pidana ITE 




12. Melakukan penangkapan atas 
tersangka perbuatan pidana ITE 
Meminta penetapan 
Pengadilan Negeri setempat 
dalam waktu 1 x 24 jam 
melalui Penuntut umum 
Pasal 43 angka 6 
13. Melakukan penahanan atas 
tersangka perbuatan pidana ITE 
Meminta penetapan 
Pengadilan Negeri setempat 
dalam waktu 1 x 24 jam 
melalui Penuntut umum 
Pasal 43 angka 6 
14. Dapat Bekerjasama dengan 
penyidik Negara lain untuk 
berbagi informasi dan alat bukti 
untuk mengungkap perbuatan 
pidana ITE   
UU ITE Pasal 43 angka 8 
 
Ketigabelas wewenang penyidikan tersebut saat dilakukan oleh PPNS 
Kementerian Komunikasi dan Informatika pada dasarnya tidak berlaku secara 
mutlak. Hal tersebut didasarkan pada pengaturan pasal 43 angka 7 UU ITE yang 
menegaskan pelaksanaan penyidikan oleh PPNS Kementerian Komunikasi dan 
Informatika dikoordinasikan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia. Dengan demikian maka wewenang penyidik PPNS Kementerian 
Komunikasi dan Informatika pada dasarnya bersifat koordinatif dengan pihak 
kepolisian.   
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Sejauh ini upaya penyidikan dari PPNS Kementerian Komunikasi dan 
Informatika terkait dengan perbuatan pornografi melalui internet tampak dalam 
langkah pemblokiran laman internet yang mengandung konten negatif. Maksud 
dari laman internet yang mengandung konten negatif diantaranya Pornografi, 
SARA, Penipuan/Dagang illegal, Narkoba, Perjudian, Radikalisme, 
Kekerasan/Violence, Kekerasan/Pornografi Anak, Keamanan Internet, 
Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, konten lain-lain dan normalisasi. 
Mekanisme yang diterapkan dalam melakukan pemblokiran diperoleh dari aduan 
masyarakat yang dilakukan secara umum melalui alamat email 
aduankonten@kominfo.go.id atau dengan mengakses situs 
http://trustpositif.kominfo.go.id. Kementerian Komunikasi dan Informatika 
setelah mendapatkan laporan atau pengaduan, langsung melakukan pemeriksaan 
terhadap kebenaran laporan dengan membentuk Rapat Panel Ahli yang terdiri atas 
4 (empat) panel yaitu Panel Pertama, Bidang Pornografi dan Kekerasan terhadap 
Anak dan Keamanan Internet, Panel Kedua Bidang Teroris dan SARA, Panel 
Ketiga Bidang Investigasi Ilegal, Penipuan, Perjudian, Obat dan Makanan serta 
Narkoba dan Panel Keempat Bidang Hak Kekayaan Intelektual. Hal yang menarik 
dari tindak lanjut pemeriksaan laman yang dinilai memiliki konten negatif justru 
dengan melakukan pemblokiran atas laman tersebut. UU ITE tidak menyebutkan 
secara eksplisit upaya pemblokiran sebagai wewenang dari penyidik.  Ketentuan 
Hukum pasal 43 angka 5 huruf g UU ITE hanya mengenal upaya penyegelan yang 
identik dengan upaya pemblokiran. Pengertian istilah “Penyegelan” adalah proses 
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atau cara membubuhkan meterai atau cap”
93
 sedangkan istilah “pemblokiran” 
berarti “memberhentikan”. Simanjuntak menegaskan bahwa penyegelan 
merupakan tindakan pengamanan dengan melakukan penutupan tempat sebagai 
bagian dari upaya paksa keras untuk pelaksanaan hukum acara.
94
 Dilihat dari 
kedua pengertian tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa kedua upaya 
tersebut tidak memiliki ciri yang sama dalam hal membuat obyek menjadi tidak 
dapat digunakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu upaya penyegelan tidak 
dapat dianggap sebagai bagian dari proses penyidikan yang dilakukan oleh 
Kementerian Komunikasi dan Informatika.  Sejalan dengan pemikiran ini, Dewi 
Bunga
95
 juga menegaskan upaya pemblokiran laman internet yang mengandung 
konten prostitusi (pornografi) merupakan bagian dari upaya penegakan hukum 
dalam langkah pencegahan. 
Tahap penuntutan terhadap perkara pidana pornografi melalui internet 
menurut UU ITE merupakan wewenang khusus dari jaksa penuntut umum. 
Ketentuan hukum pasal 43 angka 7 UU ITE menegaskan bahwa apapun hasil 
penyidikan selanjutnya harus diserahkan kepada Penuntut Umum. Terkait dengan 
perbuatan pidana pornografi melalui internet, pada umumnya jaksa penuntut 
umum menggunakan ketentuan hukum pasal 27 ayat (1) UU ITE. Penggunaan 
ketentuan hukum tersebut didasarkan pada pertimbangan adanya sarana internet 
yang digunakan untuk menampilkan atau menyebarluaskan informasi elektronik 
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yang berkonten pornografi. Dengan kata lain, perbuatan pornografi melalui 
internet dipandang sebagai penggunaan internet yang menyimpang dari tujuan 
yang ditetapkan. Penuntut Umum pun dapat membuat Surat Dakwaan dengan 
berbagai macam bentuk tergantung pada posisi kasus yang ada. Untuk perbuatan 
yang jelas melakukan pelanggaran terhadap pasal 27 ayat (1) UU ITE dapat 
digunakan bentuk dakwaan tunggal. Selain itu penggunaan bentuk dakwaan 
alternatif dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum manakala  menangani pornografi 
melalui internet yang dapat ditunjukkan di muka umum atau dilakukan sebagai 
mata pencaharian. 
Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik, diatur dalam bab XI, pasal 45 sampai dengan 
pasal 52. Secara singkat ketentuan pidana di bidang Informasi dan Transaksi 
Elektronik, dapat dipaparkan dalam tabel di bawah ini. 
Tabel 2. Ketentuan Pidana dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE 
Pasal Tindak Pidana Ancaman Pidana 
45 
(1)(2) 
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan 
dan/atau membuat dapat diaksesnya 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 




- Pemerasan atau Pengancaman 
Penjara paling lama 6 
tahun dan/atau denda 






Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentransmisikan dan/atau 
membuat dapat diaksesnya informasi 
elektronik dan/atau dokumen elektronik 
yang memiliki muatan penghinaan dan/atau 
pencemaran nama baik pidana. 
catatan:  
a. Berdasarkan pasal 45 ayat (5), merupakan 
tindak pidana aduan.  
b. Hal ini sesuai dengan putusan mk 50/puu-
vi/2008 
Penjara paling lama 4 
tahun dan/atau denda 




Sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita 
bohong dan menyesatkan yang 
mengakibatkan kerugian konsumen dalam 
transaksi elektronik. 
Penjara paling lama 6 
tahun dan/atau denda 




Sengaja dan tanpa hak mengirimkan 
informasi elektronik dan/atau dokumen 
elektronik yang berisi ancaman kekerasan 
atau menakutnakuti yang ditujukan secara 
pribadi. 
Penjara paling lama 4 
tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp. 
750.000.000,- 
52 Untuk ketentuan di atas jika menyangkut 
kesusilaan atau ekploatasi seksual terhadap 
anak. 




Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 
mengakses komputer dan/atau sistem 
elektronik milik orang lain dengan cara 
apapun. 
Penjara paling lama 6 
tahun dan/atau denda 




Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 
mengakses komputer dan/atau sistem 
elektronik dengan cara apapun dengan 
tujuan untuk memperoleh informasi 
elektronik dan/atau dokumen elektronik. 
Penjara paling lama 7 
tahun dan/atau denda 




Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 
mengakses komputer dan/atau sistem 
elektronik dengan cara apapun dengan 
melanggar, menerobos, melampaui, atau 
menjebol sistem pengamanan. 
Penjara paling lama 8 
tahun dan/atau denda 




47 Sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum:  a. Melakukan intersepsi atau 
penyadapan atas informasi elektronik 
dan/atau dokumen elektronik dalam suatu 
komputer dan/atau sistem elektronik tertentu 
untuk orang lain.  
b. Melakukan intersepsi atas transmisi 
informasi elektronik dan/atau dokumen 
elektronik yangtidak bersifat publik dari, ke, 
dan di dalam suatu komputer dan/atau 
sistem elektronik tertentu milik orang lain, 
baik yang tidak menyebabkan perubahan 
apapun maupun maupun yang menyebabkan 
adanya perubahan, penghilangn dan/atau 
penghentian informasi elektronik dan/ atau 
dokumen elektronik yang sedang 
ditransmisikan. 
catatan:  
dikecualikan dari ketentuan di atas yaitu 
intersepsi yang dilakukan dalam rangka 
penegakkan hukum atas permintaan 
kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi 
penegak hukum lainnya yang ditetapkan 
berdasarkan undang-undang. 
Penjara paling lama 10 
tahun dan/atau denda 




Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 
dengan cara apapun mengubah, menambah, 
mengurangi, melakukan transmisi, merusak, 
menghilangkan, memindahkan, 
menyembunyikan suatu informasi elektronik 
dan/atau dokumen elektronik milik orang 
lain atau milik publik. 
Penjara paling lama 8 
tahun dan/atau denda 




Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 
dengan memindahkan atau mentransfer 
informasi elektronik dan/atau dokumen 
elektronik kepada sistem elektronik orang 
lain yang tidak berhak. 
Penjara paling lama 9 
tahun dan/atau denda 




Jika perbuatan sebagaimana di maksud 
dalam pasal 48 ayat (1) di atas 
mengakibatkan terbuaknya suatu informasi 
elektronik dan/atau dokumen elektronik 
yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses 
oleh publik dengan keutuhan data yang tidak 
Penjara paling lama 10 
tahun dan/atau denda 





49 Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 
melakukan tindakan apapun yang berakibat 
terganggunya sistem elektronik atau 
mengakibatkan sistem elektronik tidak 
bekerja sebagaimana mestinya. 
Penjara paling lama 10 
tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp. 
10.000.000.000,- 
50 Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 
memproduksi, menjual,, mengadakan untuk 
diguna-kan, mengimpor, mendistribusikan, 
menyediakan, atau memiliki:  
a. Perangkat keras atau perangkat lunak 
komputer yang dirancang atau secara khusus 
dikembangkan untuk memfasilitasi 
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 27 sampai dengan pasal 33  
b. Sandi lewat komputer, kode akses, atau 
hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan 
agar sistem elektronik menjadi dapat diakses 
dengan tujuan memfasilitasi perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 
sampai dengan pasal 33 
51 
(1)(2) 
Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum  
a. Melakukan manipulasi, penciptaan, 
perubahan, penghilangan, pengrusakan 
informasi elektronik dan/atau dokumen 
elektronik dengan tujuan agar informasi 
elektronik dan/atau dokumen elektronik 
dianggap seolah-olah data yang otentik  
b. Melakukan perbuatan sebagaimna 
dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan 
pasal 33 
Penjara paling lama 12 
tahun dan/atau denda 




Jika perbuatan dilakukan oleh korporasi. Pidana pokok ditambah 
2/3 
 
 Kasus pornografi yang sangat menghebohkan tahun 2010 yaitu kasus 
video porno yang melibatkan Nazriel Ilham, vokalis salah satu band ternama di 
Indonesia, dengan lawan main Luna Maya dan Cut Tari. 
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Dalam kasus ini terdakwa Nazriel Ilham yang biasa disebut dengan Ariel 
didakwa dengan Pasal 29 Undang – Undang No. 44 Tahun 2008 tentang 
Pornografi yang berbunyi :
96
 
“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, 
menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, 
menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan 
pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 
(dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 
250.000.000,00.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp. 6.000.000.000,00.- (enam miliar rupiah) jo Pasal 56 KUHP.  Dalam 
dakwaan jaksa sebelumnya Ariel juga didakwa dengan dua pasal lainya, 
yaitu Pasal 282 Ayat (1) KUHP dan Pasal 27 Ayat (1) Undang – Undang 
No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. 
 
Pasal 27 Ayat (1) Undang – Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik jo Pasal 45 ayat (1) Undang – Undang No.11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang perbuatan 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 
informasi elektronik dan/atau pencemaran nama baik. Sedangkan Pasal 282 Ayat 
(1) KUHP mengatur tentang perbuatan menyiarkan, mempertontonkan atau 
menempel tulisan/gambar yang dikenalnya melanggar kesopanan, dengan 
ancaman pidana selama – lamanya 1 tahun 4 bulan. 
Dalam Pertimbangan Hukumnya, Majelis Hakim menyatakan Ariel 
terbukti membuat, memberikan kesempatan dan menyediakan materi lalu 
menyebarluaskan materi pornografi pada terdakwa lain Reza Rizaldy yang 
merupakan musik editor studio yang dimiliki oleh produsen band Peterpan yang 
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dimana Ariel menjadi salah satu personil di dalamnya, menemukan keberadaan 
video porno itu di hard disk milik Ariel. Menurut Majelis Hakim ini merupakan 
kesalahan fatal bagi Ariel dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan 
pengacara Ariel yang mangatakan bahwa apa yang dilakukan Ariel adalah privasi, 
persoalan pribadi yang dilindungi oleh hukum dan dari sisi pelaku juga tidak ada 
upaya maksimal untuk menghapus video tersebut. Ariel menyangkal bahwa 
dirinya yang ada di dalam video tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan apa 
yang dikatakan oleh salah satu yang termasuk di dalam video tersebut yaitu Cut 
Tary yang menyatakan bahwa benar dirinya yang ada di dalam video tersebut. 
Sikap Ariel yang menyangkal dan tidak menyesali perbuatannyabagi majelis 
hakim itu suatu keheranan. Selain itu, penyebaran video porno yang dilakukan 
Ariel menurut hakim menjadi catatan buruk diranah pornografi di Indonesia. 
Sebagai publik figur harusnya dapat memahami jika video ini dampaknya luar 
biasa. Atas berbagai pertimbangan itu, menurut hakim kasus ini sudah memenuhi 
unsur – unsur Pasal 29 No.44 Tahun 2008 Undang-Undang tentang Pornografi 
yang dituntutkan kepada Ariel. Sedangkan hal yang meringankan kepada 
terdakwa adalah masih muda dan belum pernah berurusan dengan hukum Pada 
akhirnya, majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara pada 
terdakwa Ariel selama 3 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,00.- 
Sedangkan terdakwa yang menyebarkan video hingga menjadi skandal 
besar, Reza Rizaldy dijatuhi hukuman lebih ringan dari Ariel divonis 2 tahun 
penjara dikurangi masa tahanan dan denda Rp. 250.000.000,00.- subsidier tiga 
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bulan kurungan. Hakim, menilai Reza Rizaldy telah meresahkan masyarakat 
karena telah menyebarkan video asusila di dunia maya. 
Selain kasus pornografi yang terjadi di Indonesia, jenis tindak pidana siber 
Illegal content merupakan tindak pidana siber yang sering terjadi di Indonesia. 
Illegal content ini adalah tindakan memasukkan data dan atau informasi ke dalam 
internet yang dianggap tidak benar, tidak etis dan melanggar hukum atau 
mengganggu ketertiban umum. Salah satu contoh illegal content yang sering 
ditemui adalah cyberporn. Cyberporn atau situs pornografi itu sendiri merupakan 
kegiatan yang dilakukan dengan membuat, memasang, mendistribusikan dan 
menyebarkan material yang berbau pornografi, cabul dan mengekspos hal – hal 
yang tidak pantas. Hal ini pula yang salah satu dalang rusaknya mentalitas 
generasi muda bangsa. 
C. Penerapan Hukum Islam terhadap Pornografi 
Masalah pornografi selain merusak akhlak seseorang juga merupakan 
salah satu sumber timbulnya kemaksiatan. Perbuatan pornografi sangat jelas 
merupakan perbuatan haram dan dilarang oleh agama, karena perbuatan yang 
tidak memelihara kehormatan diri pelaku, keluarga, maupun masyarakat dan 
merupakan perbuatan yang mencemarkan, menodai, menjerumuskan diri sendiri 
maupun orang lain. Pornografi dalam hal ini berdampak negatif sangat nyata dan 
memprihatinkan, di mana di antaranya sering terjadi perilaku seks bebas, 
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 Di era yang serba terbuka ini mengakses konten porno bukanlah hal yang 
sulit, dengan mudah seseorang dapat mengakses dan melihat gambar dan video 
porno bahkan hanya dengan telepon genggam. Awalnya, mungkin seseorang tidak 
berniat untuk melihat pornografi dan akan memanfaatkan media sosial  untuk 
tujuan yang baik. Tetapi situs porno ini dapat muncul secara tiba-tiba pada saat 
seseorang mengakses informasi yang berhubungan dengan tugas sekolah atau 
pekerjaan. Oleh karena itu peran orang tua dalam mengontrol anak-anaknya 
menjadi sangat penting, terutama dalam hal pendidikan dan pengetahuan tentang 
agama. 
Meskipun perihal pornografi pornoaksi telah menjadi isu di berbagai 
lapisan masyarakat, namun pro dan kontra isu ini sulit mencapai titik temu final. 
Bahkan dikalangan umat Islam sendiri masih sering terjadi silang pendapat 
mengenai batasan, kriteria dan hal lain yang terkait dengan pornografi dan 
pornoaksi, sehingga perlu dicari jawaban atas pertanyaan: bagaimanakah sejatinya 
pornografi dan pornoaksi ditinjau dari perspektif hukum Islam.
98
 
Sejak abad ketujuh masehi, Islam telah melarang pornografi pornoaksi, 
karena amat jelas kemadharatannya, namun hingga saat ini masih saja muncul 
pendapat bahwa hukum pidana Islam, kurang selaras dengan hak asasi manusia, 
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menurut mereka, tubuh setiap orang adalah hak mutlak pribadi masing-masing, 




Jika dilihat dari segi psikologis pornografi dapat berakibat pada 
melemahnya fungsi pengendalian diri, terutama terhadap naluri agresivitas fisik 
maupun seksual. Pornografi di media sosial dapat memicu dan merupakan 
provokator tindakantindakan agresivitas seksual sebagai akibat lepasnya kontrol 
diri. Oleh karena itu, tayangan pornografi di media sosial yang mudah di akses 
dan terus-menerus di akses dan ditonton oleh seseorang akan berdampak pada 




Akibat tindak pidana ponografi dan pornoaksi sangat dakhsyat, berupa: 
perzinaan, perkosaan, pembunuhan, aborsi, dan lain sebagainya. Untuk 
menanggulanginya diperlukan usaha secara preventif dan repressif berupa aturan 
sanksi hukum yang adil, tegas, mendidik, menjerakan, dan pembalasan. Dalam 
hukum Islam, prinsip penentuan hukum dan hukuman yang belum diatur di dalam 
syari’at secara tegas dan baku, dapat ditentukan berdasarkan hukum ta’zir yang 
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Allah SWT telah memerintahkan hambanya untuk menghindari hal-hal 
yang berbau mesum atau yang membangkitkan birahi
102




لَِك أَۡزَكىَٰ لَهُۡمۚۡ إِنَّ  ِرِهۡم َويَۡحفَظُوْا فُُروَجهُۡمۚۡ َذَٰ وْا ِمۡن أَۡبَصَٰ قُل لِّۡلُمۡؤِمنِيَن يَُغضُّ
َ َخبِيُرُۢ بَِما يَۡصنَُعوَن  ِرِهنَّ  ٣٠ٱَّللَّ ِت يَۡغُضۡضَن ِمۡن أَۡبَصَٰ َوقُل لِّۡلُمۡؤِمنََٰ
إَِلَّ َما ظَهََر ِمۡنهَاٰۖٓ َوۡليَۡضِرۡبَن َويَۡحفَۡظَن فُُروَجهُنَّ َوََل يُۡبِديَن ِزينَتَهُنَّ 
بُِخُمِرِهنَّ َعلَىَٰ ُجيُوبِِهنَّٰۖٓ َوََل يُۡبِديَن ِزينَتَهُنَّ إَِلَّ لِبُُعولَتِِهنَّ أَۡو َءابَآئِِهنَّ أَۡو 
نِِهنَّ أَوۡ  نِِهنَّ أَۡو  َءابَآِء بُُعولَتِِهنَّ أَۡو أَۡبنَآئِِهنَّ أَۡو أَۡبنَآِء بُُعولَتِِهنَّ أَۡو إِۡخَوَٰ بَنِٓي إِۡخَوَٰ
ۡربَةِ  بِِعيَن َغۡيِر أُْولِي ٱۡۡلِ
نُهُنَّ أَِو ٱلتََّٰ تِِهنَّ أَۡو نَِسآئِِهنَّ أَۡو َما َملََكۡت أَۡيَمَٰ بَنِٓي أََخَوَٰ
ِت ٱلنَِّسآِءٰۖٓ َوََل يَۡضِرۡبَن  َجاِل أَِو ٱلطِّۡفِل ٱلَِّذيَن لَۡم يَۡظهَُروْا َعلَىَٰ َعۡوَرَٰ ِمَن ٱلرِّ
ِ َجِميًعا أَيُّهَ ٱۡلُمۡؤِمنُوَن بِأَ   َوتُوبُٓوْا إِلَى ٱَّللَّ
ۡرُجلِِهنَّ لِيُۡعلََم َما يُۡخفِيَن ِمن ِزينَتِِهنَّۚۡ
  ٣١لََعلَُّكۡم تُۡفلُِحوَن 
Terjemahannya: 
Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka 
menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu 
adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa 
yang mereka perbuat" Katakanlah kepada wanita yang beriman: 
"Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan 
janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) 
nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung 
kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada 
suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-
putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara 
laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-
putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-
budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak 
mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum 
mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan 
kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan 
bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman 
supaya kamu beruntung. 
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Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ahzab/33:59.
104
 
بِيبِِهنَّۚۡ  ِجَك َوبَنَاتَِك َونَِسآِء ٱۡلُمۡؤِمنِيَن يُۡدنِيَن َعلَۡيِهنَّ ِمن َجلََٰ َۡزَوَٰ أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل ۡلِّ
ٓ يََٰ
ِحيٗما  ُ َغفُوٗرا رَّ ٓ أَن يُۡعَرۡفَن فََٗل يُۡؤَذۡيَنَۗ َوَكاَن ٱَّللَّ لَِك أَۡدنَىَٰ   ٥٩َذَٰ
Terjemahannya: 
Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan 
isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke 
seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah 
untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. 
 
 
Aththoba’i memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang menutupi 
seluruh badan atau kerudung yang menutupi wajah dan kepala wanita. Thahir bin 
Ashur memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi 
lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Ini diletakkan wanita di atas kepala 
dan terulur kedua sisi kerudung itu melalui pipi hingga keseluruh bahu dan 
belakangnya. Thahir bin Ashur menambahkan bahwa model jilbab bisa 
bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan (selera) wanita dan yang diarahkan 
oleh adat kebiasaan. Tetapi tujuan yang dikehendaki ayat ini adalah “menjadikan 
mereka mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu”.
105
 
Hal yang terpenting dalam menyoroti tentang pornografi dan pornoaksi 
dan menjadi intinya dalam dunia Islam adalah mengenai konsep aurat. Dan inilah 
yang kemudian menjadi titik sentral dalam pembahasan tentang pornografi dan 
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pornoaksi dalam perspektif Islam. Aurat berasal dari bahasa Arab yang secara 
literal berarti celah, kekurangan, sesuatu yang memalukan atau sesuatu yang 




Sebagaimana diketahui, Islam sangat melarang keras perilaku perzinaan 
(seks di luar nikah). Perzinaan disebut sebagai faahisah (perbuatan keji) dan sya’a 
sabiila (jalan yang sangat buruk). Karenanya, jika Islam mengharamkan 
perzinaan, maka secara tidak langsung mengharamkan segala pengantar dan 
perangsangnya. Sebagaimana prinsip hukum Islam bahwa jika ia mengharamkan 
sesuatu, maka ia mengharamkan pula berbagai sarana yang mengantarkan 
kepadanya dan menutup rapat berbagai pintu menuju ke arahnya. Para ahli ushul 
fiqih menetapkan kaidah: sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram adalah 
haram. (Yusuf Qardhawi, 2000:56).
107
 
Maka, dengan demikian pornografi dalam segala bentuknya, adalah 
sesuatu yang terlarang (haram) dalam Islam. Keharaman pornografi ini sama 
kedudukannya dengan pengaharaman terhadap perilaku-perilaku yang dapat 
menjadi pengantar dan perangsang kearah perzinaan lainnya seperti, tabarruj 
(memperlihatkan dengan sengaja (pamer) menyingkap wajahnya dan 
menampakkan kecantikan, pakaian, perhiasan, dan ucapan), berduaan dengan 
lawan jenis (khalwat), lagu-lagu jorok dan lain sebagainya. Akan tetapi secara 
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 menyaksikan secara langsung aurat seseorang yang bukan haknya 
(pornoaksi) adalah haram, kecuali untuk tujuan yang dibolehkan oleh syara’
109
, 
misalnya memberi pertolongan medis. Ini akan berlaku juga pada para pembuat 
pornografi (kameraman, pengarah gaya, sutradara dll). 
Sementara itu sebuah benda dengan muatan pornografi dihukumi sebagai 
benda yaitu mubah
110
. Namun demikian, kemubahan ini bisa berubah menjadi 
haram ketika benda (sarana/wasilah) itu dipastikan dapat menjerumuskan pada 
tindakan keharaman. Sebab kaidah ushul fiqih yang mu’tabar
111
 menyebutkan; 
Sarana yang menjerumuskan pada tindakan keharaman adalah haram. Karena itu 
Seseorang yang dihadapkan pada suatu media porno, misalnya memang 
dipandang belum melakukan aktivitas haram (karena media sebagai benda adalah 
mubah). Akan tetapi, bila orang itu ikut dalam usaha membuat dan/atau 
menyebarluaskan media porno, maka menurut syari’at, dia dianggap telah 
melakukan aktivitas yang haram. 
Berdasarkan surat al-Isra’ ayat 32 kita dilarang mendekati zina, an-Nur 
ayat 30-31 mengatur tentang cara bergaul, memelihara kehormatan, dan batas 
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aurat al-Ahzab ayat 59 mengatur tentang aurat kaum perempuan mukminah. maka 
batasan pornografi maupun pornoaksi menurut hukum Islam telah jelas.
112
 
D. Sanksi Hukum Penyebaran Pornografi 
Upaya penanggulangan kejahatan pornografi (cyberporn) yang dilakukan 
oleh Negara Republik Indonesia melalui lembaga legislatif adalah dengan 
membentuk peraturan yang mengatur tentang cyberporn.   Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) menjadi undang-undang pertama di Indonesia 
yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana siber (cybercrime). Begitu 
juga dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 (UU Pornografi) yang lebih 
spesifik mengatur tentang pornografi dalam lingkup nasional. Pasal 2 
menunjukan sifat dari UU ITE yang menganut prinsip extra territorial 
jurisdiction. UU ITE tersebut berlaku kepada setiap orang, baik itu Warga Negara 
Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA). Dengan pasal tersebut 
tentunya negara dapat melakukan law enforcement (penegakan hukum) di luar 
dari yurisdiksi hukum Indonesia. 
Dalam Islam belum tidak dijelaskan tentang kepastian hukuman bagi 
tindak pidana pornografi, karena dalam AlQur’an tidak dijelaskan secara 
langsung hukuman bagi pelaku tindak pidana pornografi, hanya saja dijelaskan 
larangan untuk mendekati zina, jadi dalam Islam menjelaskan bahwa hukuman 
bagi pelaku tindak pidana pornografi itu adalah hak Ulil Amri (Pemerintah) dan 
masyarakat harus mematuhinya. 
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Untuk mencegah dan memberantas adanya tindak pidana pornografi 
dalam media internet, perlu adanya sanksi tegas bagi para pelakunya, baik itu 
sanksi moral maupun sanksi hukum. Sanksi hukum sendiri sudah diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. Sampai saat ini sudah banyak peraturan 
perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah pornografi, termasuk 
pornografi dalam media internet. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan pornografi dalam media internet antara lain: 
1. KUHP 
Pasal 282 KUHP menyatakan sebagai berikut:  
(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka 
umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya dan yang 
melanggar kesusilaan; atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, 
dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, 
gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, 
meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam 
persediaan; ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan 
mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya 
sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu 
tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah. 
(2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka 
umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun 
barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau 
ditempelkan di muka umum, membikinnya, memasukkannya ke dalam 
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negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam 
persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan 
mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjukkannya 
sebagai bisa didapat, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk 
menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, 
dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling 
banyak tiga ratus rupiah. 
(3) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama, 
sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling 
lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah. 
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers 
Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “Pers nasional berkewajiban 
memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma 
agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”. 
Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa “Perusahaan yang melanggar 
ketentuan Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak 
Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)”. 
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman 
Pasal 33 menyatakan bahwa:  
1)  Untuk mewujudkan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, setiap film dan reklame 
film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan 
wajib disensor.  
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2) Penyensoran dapat mengakibatkan bahwa sebuah film: a. Diluluskan 
sepenuhnya; b. Dipotong bagian gambar tertentu; c. Ditiadakan suara 
tertentu; d. Ditolaknya seluruh film; untuk diedarkan. Diekspor, 
dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan.  
3) Sensor film dilakukan, baik terhadap film dan reklame film yang 
dihasilkan oleh perusahaan pembuatan film maupun terhadap film impor.  
4) Film dan reklame film yang telah lulus sensor diberi tanda lulus sensor 
oleh lembaga sensor film.  
5) Selain tanda lulus sensor, lembaga sensor film juga menetapkan 
penggolongan usia penonton bagi film yang bersangkutan.  
6) Film, reklame film, atau potongannya yang ditolak oleh lembaga sensor 
film dilarang diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan, 
kecuali untuk kepentingan penelitian dan/atau penegakan hukum.  
7) Terhadap film yang ditolak oleh lembaga sensor film, perusahaan film 
atau pemilik film dapat mengajukan keberatan atau pembelaan kepada 
badan yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam masalah 
perfilman. 
Pasal 40 menyatakan bahwa:  
Dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 
50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)  
a. Barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, 
mempertunjukkan dan/atau menayangkan film dan/atau rekleme film 
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yang ditolak oleh lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 33 ayat (6); atau  
b. Barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, 
mempertunjukkan dan/atau menayangkan potongan film dan/atau suara 
tertentu yang ditolak oleh lembaga sensor film sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 33 ayat (6); atau  
c. Barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, 
mempertunjukkan dan/atau menayangkan film yang tidak disensor 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).  
4. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (ITE)  
Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang dengan 
sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan 
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik yang memilki muatan yang melanggar kesusilaan.”  
Dari pasal tersebut bahwa yang dimaksud “kesusilaan” adalah 
sesuatu yang berbau pornografi dan pelakunya dikenakan sanksi 6 tahun 
dan/atau denda hingga satu miliar. 
5. Undang- undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi 
a. Pasal 29 menyatakan bahwa “Setiap orang yang memproduksi, 
membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar-luaskan, 
menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, 
memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi 
101 
 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 
(dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).” 
b. Pasal 30 menyatakan bahwa “Setiap orang yang menyediakan jasa 
pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling 
lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).” 
c. Pasal 31 menyatakan bahwa “Setiap orang yang meminjamkan 
atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua 
miliar rupiah).” 
d. Pasal 32 menyatakan bahwa “Setiap orang yang 
memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, 
atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun 




e. Pasal 33 menyatakan bahwa “Setiap orang yang mendanai atau 
memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling 
sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).” 
f. Pasal 34 meyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja atau 
atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang 
mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah).”  
g. Pasal 35 menyatakan bahwa “Setiap orang yang menjadikan orang 
lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan 
pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 
(dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”  
h. Pasal 36 menyatakan bahwa “Setiap orang yang mempertontonkan 
diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang 
menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, 
persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”  
i. Pasal 37 menyatakan bahwa “Setiap orang yang melibatkan anak 
dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 
32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari 
maksimum ancaman pidananya.”  
j. Pasal 38 menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengajak, 
membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan 
kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau 
jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling 
lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”  
k. Pasal 39 menyatakan bahwa “Tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, 
Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 adalah 
kejahatan.”  
l. Pasal 40 menyatakan bahwa:  
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(1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas 
nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat 
dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.  
(2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila 
tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik 
berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan 
lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik 
sendiri maupun bersamasama.  
(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, 
korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. 
(4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.  
(5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya 
pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat 
pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus 
tersebut dibawa ke sidang pengadilan.  
(6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, 
panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan 
tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal 
pengurus atau di tempat pengurus berkantor.  
(7) Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, 
selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, 
dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan 
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ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana 
denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.   
m. Pasal 41 menyatakan bahwa:  
(1) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 
ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:   
a.  pembekuan izin usaha;   
b. pencabutan izin usaha;   
c. perampasan kekayaan hasil tindak pidana, dan pencabutan 
















Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebegai berikut: 
1. Tindak pidana yang di ataur dalam UU ITE ini merupakan tindak 
pidana kejahatan. Dan pasal-pasal yang termuat didalamnya sesuai 
dengan makna tindak pidana kejahatan, bahwa tindak pidana ini 
dilakukan atas dasar “kesengajaan”. Yang berarti pelaku tindak pidana 
di bidang ITE memang mengetahui dan atau menghendaki secara sadar 
atas apa yang di lakukan dan terhadap konsekuensinya. Pasal-pasal 
dalam UU ITE merupakan tindak pidana biasa dan bukan tindak 
pidana aduan, yang berarti bahwa meskipun tidak ada laporan dari 
masyarakat, jika ditemukan ada dugaan atau sangkaan sedang, akan 
dan sudah terjadi tindak pidana di bidang ITE, maka aparat penyelidik 
atau penyidik dapat langsung melakukan pemrosesan tanpa perlu 
menunggu laporan dari masyarakat. Khusus pasal 45 ayat (3) 
berdasarkan pasal 45 ayat (5) merupakan tindak pidana aduan. Dalam 
tinjauan hukum Islam pornografi secara tegas dilarang dan merupakan 
perbuatan yang haram, hal ini dapat dilihat pada QS. An-Nur/24:30-31 
yang menekankan dua pokok yaitu penehanan pandangan dan menjaga 
organ seksual. Demikian pula QS. Al-Isra’/17:32 tentang larangan 
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mendekati zina, serta hukuman bagi pelaku zina QS. An-Nur/24:2. 
Dalam islam pornografi dalam segala bentuknya, adalah sesuatu yang 
terlarang (haram). Keharaman pornografi ini sama kedudukannya 
dengan pengaharaman terhadap perilaku-perilaku yang dapat menjadi 
pengantar dan perangsang kearah perzinaan lainnya seperti, tabarruj 
(memperlihatkan dengan sengaja (pamer) menyingkap wajahnya dan 
menampakkan kecantikan, pakaian, perhiasan, dan ucapan), berduaan 
dengan lawan jenis (khalwat), lagu-lagu jorok dan lain sebagainya. 
Akan tetapi secara fikih menyaksikan secara langsung aurat seseorang 
yang bukan haknya (pornoaksi) adalah haram, kecuali untuk tujuan 
yang dibolehkan oleh syara’, misalnya memberi pertolongan medis. 
Ini akan berlaku juga pada para pembuat pornografi (kameraman, 
pengarah gaya, sutradara dll). 
2. Dalam Islam pornografi dikaitkan dengan perbuatan zina, dan 
memberikan hukuman yang berat kepada pelaku zina. Karena 
kejahatan pornografi tidak ada secara langsung yang mengatur 
hukumnya dalam hukum Islam. Maka diambil hukumnya melalui 
qiyas dengan mengambil hukum-hukum dengan berlandaskan nash 
atau hukum yang sudah ada. Seperti apa yang telah ditetapkan dalam 
UU ITE pasal 45 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan demikian, kepastian 
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hukum dalam hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana pornografi 
adalah hak Ulil Amri dan masyarakat harus mematuhinya. 
B. Implikasi Penelitian 
Harapan penulis agar skripsi ini minimal sebagai bahan kecil dari upaya 
untuk mengetahui hukum pornografi di Indonesia baik menurut hukum Islam 
maupun UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE. 
Untuk mencegah semakin maraknya tayangan pornografi di media sosial, 
pemerintah harus jeli terhadap tindak pidana pornografi, karena perbuatan tersebut 
mengacu pada norma-norma kesusilaan. Untuk itu, pemerintah dan MUI harus 
tegas dalam mengambil keputusan untuk menentukan hukuman terhadap pelaku 
tindak pidana pornografi.   
  Kepada seluruh masyarakat harus membantu pemerintah untuk mencegah 
berbagai macam tindak pidana pornografi, karena pornografi sangat meresahkan 
masyarakat. di samping itu, pengawasaan orang tua kepada anaknya perlu 
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